PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat
dan responsif, diperlukan standar operasional prosedur
administrasi  pemerintahan yang sesuai dengan
perkembangan kebutuhan dan dinamika pelayanan
publik;

bahwa Peraturan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita



Menetapkan
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Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 824);

4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1476);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR
6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1476)
ditambahkan angka 109 sampai dengan angka 169 sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan
ini.

Pasal II
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2025

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD SYAFII

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal g juli 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 479



LAMPIRAN

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO NOMOR SOP NAMA SOP UNIT KERJA
SOP Penyusunan Rencana Biro Hubungan
109. /| 01 Tahun 2022 Pelaksarf;;n Pengadaan Masyarakat%ian Umum
SOP Persiapan Pengadaan
Barang dan Jasa di
Lingkungan Badan Biro Hubungan
110. | 02 Tahun 2022 Nasional Pencarian dan Masyarakat dan Umum
Pertolongan (Basarnas)
Pusat
SOP Persiapan Pengadaan
Barang dan Jasa di
Lingkungan Badan Biro Hubungan
111. | 03 Tahun 2022 Nasional Pencarian dan Masyarakat dan Umum
Pertolongan (Basarnas)
UPT
SOP Permintaan Biro Perencanaan dan
112. 4 Tahun 2022 [Pembayaran LS Pihak
Keuangan
Bendahara
SOP Permintaan Biro Perencanaan dan
113. 5 Tahun 2022 [Pembayaran LS Pihak K
. euangan
Ketiga
SOP Permohonan
Mutasi/Pindah Pegawai
atas Permintaan Sendiri  Biro Kepegawaian,
114. | 06 Tahun 2022 jantar unit kerja di Organisasi dan Tata
lingkungan Badan Laksana
Nasional Pencarian dan
Pertolongan
SOP Pengadaan Biro Hubungan
115. | 07 Tahun 2022 Barang/ §asa Masyarakat%an Umum
SOP Revisi Kewenangan  [Biro Perencanaan dan
116. | 01 Tahun 2023 Dit. PA DJPB - Kemenkeu [Keuangan
117. | 02 Tahun 2023 SOP Revisi Anggaran Biro Perencanaan dan
Kewenangan KPA Keuangan
118. | 03 Tahun 2023 SOP Laporan Hasil Analisa Biro Perencanaan dan
Revisi Anggaran Keuangan
119. | 04 Tahun 2023 [|SOP Revisi Anggaran Biro Perencanaan dan
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NO NOMOR SOP NAMA SOP UNIT KERJA
Kewenangan Kanwil Keuangan
120. | 05 Tahun 2023 SOP Revisi Kewenangan  |Biro Perencanaan dan
DJA Keuangan
121. | 06 Tahun 2023 SOP Pgnyusunan Pagu Biro Perencanaan dan
Alokasi Anggaran Keuangan
122. | 07 Tahun 2023 SOP Penyusunan Pagu Biro Perencanaan dan
Anggaran Keuangan
123. | 08 Tahun 2023 SOI? Pepyusunan Pagu Biro Perencanaan dan
Indikatif Keuangan
124. | 09 Tahun 2023 SOP Penyusunan Pagu Biro Perencanaan dan
Kebutuhan Keuangan
SOP Perencanaan
Pengadaan di lingkungan [Biro Hubungan
125. 10 Tahun 2023 Badan Nasional Pencarian [Masyarakat dan Umum
dan Pertolongan
SOP Persiapan Pengadaan [Biro Hubungan
126. | 11 Tahun 2023 melalui E-Purchasing Masyarakat dan Umum
. Biro Kepegawaian,
127. 12 Tahun 2023 SOP Usulan Penyesuaian Organisasi dan Tata
TRT
Laksana
. Biro Kepegawaian,
128. 13 Tahun 2023 SOP Kenaikan Pangkat Organisasi dan Tata
Reguler
Laksana
. Biro Kepegawaian,
129. 14 Tahun 2023 SOP Usulan PenS} un atas Organisasi dan Tata
Permintaan Sendiri
Laksana
. Biro Kepegawaian,
130. | 15 Tahun 2023 SOP Usulan Pensiun PNS Organisasi dan Tata
BUP
Laksana
Biro Kepegawaian,
131. | 16 Tahun 2023 |SOP Permohonan Cuti Organisasi dan Tata
Laksana
SOP Usulan Penyusunan [Biro Kepegawaian,
132. | 17 Tahun 2023 [Regulasi Bidang Organisasi dan Tata
Kepegawaian dan Ortala [Laksana
Biro Kepegawaian,
133. 18 Tahun 2023 SOP Permphonan Data Organisasi dan Tata
Kepegawaian
Laksana
Biro Kepegawaian,
134. 19 Tahun 2023 SOP.Peljlgangkatan CPNS Organisasi dan Tata
menjadi PNS
Laksana
SOP Permohonan . .
Mutasi/Pindah Pegawai Biro Kepegawaian,
135. | 20 Tahun 2023 . .. Organisasi dan Tata
atas Permintaan Sendiri Laksana
Antar Unit Kerja
Biro Kepegawaian,
136. | 21 Tahun 2023 SOP Usulan Penawaran. Organisasi dan Tata
Beasiswa ke Luar Negeri
Laksana
. Biro Kepegawaian,
137. | 22 Tahun 2023 SOP Penawargn Beasiswa Organisasi dan Tata
ke Luar Negeri
Laksana
Biro Kepegawaian,
138. | 23 Tahun 2023 [SOP Kenaikan Gaji Berkala|Organisasi dan Tata

Laksana
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NO NOMOR SOP NAMA SOP UNIT KERJA
SOP Penataan Organisasi [Biro Kepegawaian,
139. | 24 Tahun 2023 Badan Nasional Pencarian |Organisasi dan Tata
dan Pertolongan Laksana
Biro Kepegawaian,
140. | 25 Tahun 2023 SOP Penpantuman Gelar Organisasi dan Tata
Akademik
Laksana
SOP Pelayanan Usulan Biro Kepegawaian,
141. | 26 Tahun 2023 [Pembuatan Karpeg, Karis, |Organisasi dan Tata
dan Karsu Laksana
: . |Biro Kepegawaian,
142. | 27 Tahun 2023 SOP ngas Belajar Belajar Organisasi dan Tata
Mandiri
Laksana
SOP Pengumpulan Data
143. | 01 Tahun 2024 [inerja dan Pengukuran Pusat Da.t a dan
L [Informasi
Kinerja
144. | 02 Tahun 2024 SQP Penyusunan Laporan [Pusat Da‘ta dan
Kinerja Informasi
SOP Standar pelayanan Kantor Pencarian dan
145. | 03 Tahun 2024 jpermohonan penempatan
Pertolongan Semarang
tugas praktek
146. | 04 Tahun 2024 SOP St.andar Pelayanan Kantor Pencarian dan
Pencarian dan Pertolongan Pertolongan Semarang
SOP Standar Pelayanan Kantor Pencarian dan
147. | 05 Tahun 2024 permohonan informasi
. Pertolongan Semarang
pencarian dan pertolongan
SOP Standar pelayanan Kantor Pencarian dan
148. | 06 Tahun 2024 pelatihan pencarian dan
Pertolongan Semarang
pertolongan
149. | 07 Tahun 2024 [SOP Pelaporan Gratifikasi Kantor Pencarian dan
Pertolongan Semarang
150. | 08 Tahun 2024 [|SOP penyusunan RTP-SPIP Kantor Pencarian dan
Pertolongan Semarang
SOP Penerimaan Berita Direktorat
151. | 09 Tahun 2024 pada Emergency Call 115 [Kesiapsiagaan
SOP Aktivasi Tim Inasar di Direktorat
152. 10 Tahun 2024 [Basarnas Command . .
Kesiapsiagaan
Centre
153. | 11 Tahun 2024 SOP V§r1ﬁkas1 Berita D1re.kt01jat
Pencarian dan Pertolongan Kesiapsiagaan
SOP Penanganan Informasi Direktorat
154. 12 Tahun 2024 [Kedaruratan Pesawat . .
Kesiapsiagaan
Udara
SOP Penanganan
155, 13 Tahun 2024 Marabahaya DSC di Dlre?kto?at
Basarnas Commad Center Kesiapsiagaan
(BCC)
SOP Penanganan
156. | 14 Tahun 2024 Marabahaya ELT di Dlrejktmjat
Basarnas Commad Center Kesiapsiagaan
(BCC)
SOP Penanganan
157, 15 Tahun 2024 Marabahaya EPIRB di Dlretktmjat
Basarnas Command Kesiapsiagaan

Center (BCC)




NO NOMOR SOP NAMA SOP UNIT KERJA
SOP Penanganan
158. | 16 Tahun 2024 Marabahaya PLB di Dlre'kto1jat
Basarnas Command Kesiapsiagaan
Center (BCC)
SOP Penanganan Berita Direktorat
159. | 17 Tahun 2024 [Pencarian dan Pertolongan Kesiapsiasaan
di BCC Pe1ag
SOP Penunjukan Direktorat
160. 18 Tahun 2024 [Koordinator Misi Pencarian . .
Kesiapsiagaan
dan Pertolongan
SOP Proses Utama Biro Hubungan
161. 19 Tahun 2024 Barang/Jasa Masyarakat dan Umum
SOP Pemelihan Penyedia [Biro Hubungan
162. | 20 Tahun 2024 Barang/Jasa Masyarakat dan Umum
SOP Tender Biro Hubungan
163. | 21 Tahun 2024 [Pascakualifikasi Harga &
. Masyarakat dan Umum
Terendah Sistem Gugur
SOP Pemilihan Penyedia Biro Hubunean
164. | 22 Tahun 2024 |Melalui E-Purchasing Jenis &
. . Masyarakat dan Umum
Pekerjaan Kontruksi
SOP Pemilihan Penyedia Biro Hubunean
165. | 23 Tahun 2024 melalui E-Purchasing Jenis &
. Masyarakat dan Umum
Barang/Jasa Lainnya
SOP Registrasi dan Biro Hubungan
166. | 24 Tahun 2024 Verifikasi Pelaku Usaha Masyarakat dan Umum
SOP Analisis Ketersediaan [Biro Hubungan
167. | 25 Tahun 2024 Pelaku Usaha Masyarakat dan Umum
SOP Pengelolaan Risiko Biro Hubungan
168. | 26 Tahun 2024 Pengadaan Barang/Jasa |Masyarakat dan Umum
169. | 27 Tahun 2024 SOP Pengelolaan Kinerja [Biro Hubungan

Pengadaan Barang/Jasa

Masyarakat dan Umum

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD SYAFII
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SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN LS PIHAK BENDAHARA
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Menyiapkan kelengkapan dokumen
pembayaran

1 [Memériksa kelengakapan dokumen’
permintaan pembayaran sebagai referensi
rekomentasi perseyujuan PPK

3 |Memeriksa dan Menandatangani
Kelengkapan Dokumen Permintaan
Pembayaran

TIDAK

4 |Melakukan verifikasi administrasi
dokumen permintaan pembayaran LS
Ketiga yang diunggah di drive

TIDAK

5 |Melakukan pengujian dokumen
permintaan pembayaran LS Ketiga yang
telah diverifikasi

TIDAK




_ 24 _

o Ol o S T B e P N = 7
'
P c e i e = e s s e e !
e - - . — T et =
5 \
B T L P ot [P U R T L e b F R et e e gdvafer - N ~~
; TKeglati, ' - o o i T s . ! -
b St e Tt e dem T e e - NP R P PR [ N - B e L e e L4 — ol .
A Msantlighy T Belretariat PPR— PRE A i PPEPM —rroransin | - fdministrator i Qpemtor LT .
. e o B e e Y Bt e L WP T Joor e e R T s e e e - KPAS ek lpembaymn - - -
. - - H ™ M ¥ PR . Lt R E- rrat e N
et JRVSEL ST : - | B . 5 ittt | vt - SR Lot Sl g 3 bl ey o g Ao = o e D Y
~T 4 \ T - : ST A A s - o

6 |Melakukan pendataan dokumen
permintaanpembayaran yang lelah - . } R
dilakukan pengujian oleh PPSPM

- [Memeriksa; menelaah” dokumen -
permintaan pembayaran yang telah
dilakukan PPSPM dan menandatangani
surat persetujuan pembayaran untuk
sclanjutnya sebagai dasar penginputan ke
dalam sistem

8 ]Menginput dokumen permintaan
pembayaran yang telah dsetujui oleh KPA,
mencetak SPP yang telah disetujui PP TIDAK
melalui mekanisme OTP SPP, mencetak
SPM dan mengunggah dokumen
pendukung catat SP2D

g |Melakukan pengecekan OTP data suplier,
OTP SPP, sebelum disetujui, create ADK

SF’P dan menandatangani SPP yang telah Berkoordinasi terkait
dicelak olteh Operator Pembayaran OTP SPP
dan menyampaikan
dokumen SPP

YA

i0 [Melakukan pengecekan OTP SPM dari
operator pembayaran, menandatangani
SPM dan create ADK SPM.

11. [Melakukan proses validasi permintaan
pembayaran
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Melakukan rencang pembayaran kepada

penyediabarang/jasa, PNS/non PNS
dengan metode MCM -

TIDAK

e E - - —

. S = - T -— —IC o -
Melakukan pengecekan OTP dari proses

MCM Bendahara pengeluaran sebelum
disetujui

YA

Menerima dan mengecek pembayarnn dari
bendahara pengeluaran
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Organisasi dan Tata Kerja
Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan;

5. Peraturan Badan  Nasional
Pencarian dan  Pertolongan
Republik Indonesia Nomor : 5
Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Kepala Badan
Nasional Pencarian dan
Pertolongan Nomor : 16 Tahun
2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Pencarian dan
Pertolongan;

6. Peraturan Badan  Nasional
Pencarian dan  Pertolongan
Republik Indonesia Nomor : 2
Tahun 2020 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Pendidikan
dan Pelatihan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan;

7. Pedoman Pola Mutasi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Badan Nasional
Pencarian dan  Pertolongan
Nomor : PED- 3 Tahun 2021.

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
- 1. Lembar kerja, printer/scanner, jaringan internet;
2. Surat pemberitahuan mutasi dan Dberkas
persyaratan mutasi.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila SOP tidak dilaksanakan maka
proses permohonan mutasi/pindah
pegawai atas permintaan sendiri

tidak sesuai prosedur.

1. Data pemohon dan berkas pengajuan disimpan

sebagai data elektronik dan arsip.
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SOP PERMOHONAN MUTASI/PINDAH PEGAWAI ATAS PERMINTAAN SENDIRI ANTAR UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

surat permohonan  mutasi/pindah
pegawai dan mengarahkan untuk di
proses lebih lanjut

2. Berkas persyaratan
3.Surat Pengantar
4. Disposisi

TEEETe T T s e [ T Muty BalaaT T
Ko . Keglaten pesasay - | Fimpinan Unit . Pro Kewsw | " K o e PO Retergngan -
- : g \ »l_‘egawa.l‘ Rerja Aga.l . - PIC Kepeég ] Knﬂ:.;ngknpa:ni . Wakﬁu OQutpiit c o
_ - p P e = e L - P . e e . . I PR _ _ - _ O I .. Rl ol _
1 [Mengajukan surat permohonan Tidak setuju 1. Surat Permohonan 15 menit |1. Surat Permohonan
mutasi/ pindah pegawai 2. Berkas-berkas: 2. Berkas-berkas: Surat
Surat Pernyataan tidak Pernyataan tidak
sedang menjalani sedang menjalani
hukuman disiplin, Surat hukuman disiplin, Surat
Pernyatzan tidak sedang Pernyataan tidak
menjalani tugas belajar, sedang menjalani tugas
dan surat pernyataan tidak |belajar, dan surat
tersangkut hutang putang pernyataan tidak
tersangkut hutang
putang
2 |Menelaah atas permohonan 1. Surat Permohonan 15 menit [1.8urat permohonan
mutasi/pindah pegawai jika setuju, 2. Berkas-berkas: 2. Berkas persyaratan
maka membuat surat permohonan Surat Pernyataan tidak 3.Surat Pengantar
ml:uta_lsilpindah al]::gawa.i. :eﬁ htidak "\ Disetujui l;seud;.lng medni]:.lam‘ [_m Surat
setuju m chonan \ man disiplin, Sura
mutasi/pindah pegawai tidak disetujui ~ Pernyataan tidak sedang
};la.ru
menj i tugas belajar,
dan surat pernyataan tidak
tersangkut hutang putang
3 [Menerima dan menelaah pengajuan 1.Surat permohonan 1hari |1.Surat permohonan
surat permohonan  mutasi/pindah 2. Berkas persyaratan 2. Berkas persyaratan
pegawai serta mengarahkan untuk 3.Surat Pengantar 3.Surat Pengantar
diproses dan ditindaklanjut 4, Disposisi
4 |Menerima dan menelash pengajuan 1.Surat permohonan 30 menit |1.Surat permohonan

2. Berkas persyaratan
3.5urat Pengantar
4. Disposisi
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2. Tanda Terima

2. Tanda Terima

- B . 7 Pelaksanaan B B ‘Mutu Baku .
; : Pimpinan Unit Kepala Biro. Ketua Tim ) 1 - Reterangag '
. e Keglatan » Pegawal PL:P:F“ Un.lt Eerja Yang D1 Hulmih dan Layanan PIC Eepeg Kelenglapan Y] Waktu Output . rngea
. erfa Asal Tuju Kepégawnian | Kepegawalon :

5 |Menerima serta memeriksa kelengkapan| 1.Surat permohonan 15 menit |1.Surat permohonan [Dilihat dari
berkas dan verifikasi surat 2. Berkas persyaratan 2. Berkas persyaratan |kebutuhan dan
permohonan mutasi/pindah pegawai. 3.Surat Pengantar 3.Surat Pengantar peta jabatan,
Jika  persyaratan  sesuai, maka Syarat Tidak Sesuai 4. Disposisi 4. Konsep _Sumt . _pka terdapat
menyiapkan konsep surat konfirmasi [Konfirmasi Mutasi jabatan yang
mutasi/pindah  pegawai dan jika Pegawai kosong
persyaratan  tidak  sesumi, maka . 5. Konsep.Surat . o
menyiapkan konsep surat balasan tidak] Syarat sesuai Balasan Tidak Disetujui
disetujui

6 |Menerima konsep surat konfirmasi 1. Surat Konfirmasi Mutasi| 15 menit |1. Surat Pengantar
mutasifpindah pegawai dan jika Pegawai 2, Sur?.t Persstujuan
disetujui membuat surat persetujuan Tidak 2. Surat Pengant'ar Mutasi
mutasi/pindah pegawai, jika tidak "\ Disctujui 3. Sux?t Persetujuan 3. Sun}t Penolakan
disetujui membuat surat penolakan| < Mutasi Mutasi
mutasi/ pindah pegawai / 4. Surat Penolakan Mutasi

[Disetujui

7 |Menerima surat persetiujuan 1. Surat Pengantar 15 menit |1, Surat Pengantar
mutasi/pindah pegawai serta 2. Surat Persetujuan 2, Surat Persetujuan
mengarahkan untuk di proses lebih I | Mutasi Mutasi
lanjut 3. Dispoasisi

8 |Menerima surat persetujuan 1. Surat Pengantar 15 menit |1. Surat Pengantar
mutasi/ pindah pegawai serta 2. Surat Persetujuan 2. Surat Persetujuan
mengarahkan untuk membuat konsep 1 Muu'asi . Mut&_asi N
SK Mutasi/pindah pegawai 1 3. Disposiai 3. Disposisi

9 |Membuat konsep SK Mutasi/pindah ; 1. Surat Pengantar 15 menit |Konsep SK Mutasi
pegawai | i{ Sun_a.t Persetujuan

utasi
3. Disposisi

10 |Menandatangani konsep SK Mutasi Konsep SK Mutasi 15 menit JSK Mutasi
/pindah pegawai serta mengarahkan
untuk mendistribusikan

11 {Mendistrisbusikan SK Mutasi/pindah L SK Mutasi 15 menit [1. SK Mutasi
pegawai dan mendokumentasikannya 2. Tanda Terima

12 |Menerima SK Mutasi d 1. SK Mutasi 1. SK Mutasi
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KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Rencana 1. DIPA, RKA-KL, Renstra
Pelaksanaan Pengadaan 2. Rencana Umum Pengadaan (RUP}
2. SOP Persiapan Pengadaan 3. Surat Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan
3. Instruksi Kerja Pemilihan Penyedia 4. Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP)
5. Dokumen Pemilihan Penyedia
6. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
7. Kontrak
8. Berita Acara Serah Terima
9, Laporan Pengadaan Barang/Jasa
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP tidak dilaksanakan maka proses |1. Berkas-berkas Perencanaan Pengadaan dan
Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai Laporan Pengadaan Barang/Jasa dicatat dan
prosedur didata dalam berkas kearsipan Sekretariat
PA/KPA,
2, Berkas-berkas Dokumen Perencanaan

Pengadaan, Dokumen Persiapan Pengadaan
(DPP), Dokumen Kontrak, dan Dokumen
Laporan Pengadaan Barang/Jasa dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan manual
dalam berkas kearsipan Sekretariat PPK.

3. Copy ©berkas-berkas Dokumen Persiapan
Pengadaan (DPP} dan Dokumen Pemilihan
Penyedia dicatat dan didata sebagai data
elektronik dan manual dalam berkas kearsipan
PPBJ UKPBJ, serta tersimpan dalam Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
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NOMOR SOP

0.4 Tahun 2023

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA

== - BIRO-PERENCANAAN:DAN KEUANGAN

TANGGAL PEMBUATAN  |3() September, 2023

TANGGAL REVISI -

DISAHKAN OLEH

Roy R. Bachtlar, S.IP

KEPALA BIFO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

—NRP. 536~

7

SOP PENYUSUNAN PAGU ALOKASI ANGGARAN

—_

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Mampu mela.ksanakan layanan usulan pagu aloka51 anggaran

Lol

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian Negara/ Lembaga

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan

SOP Penyusunan Pagu Kebutuhan

Komputer , Laptop, Printer, Scanner

[~

S0P Penyusunan Pagu Indikatif

Perlengkapan:
Routing Slip, Faksimili, Jaringan Internet, Jaringan Telepon, Aplikasi KRISNA REN
Aplikasi SBK

JA, Aplikasi SAKTI,

L

SOP Penyusunan Pagu Anggaran

Persyaratan:

pendukung lainnya

Hasil Rekapitulasi yang telah disesuaikan dengan rapat penajaman pagu indikatif, TOR, RAB & data

_ PENCATATAN DAN PENDAFTARAN S D

Surat pengcsahan atau surat pmgcmb'lllan alau -,urat. pcnolakan rev1s1 ang_garan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN PAGU ALOHASI ANGGARAN

il IS . = . T . PELAKSANAT . i . i MUTU-BAKU . } s N
Nol ., . | Txepatn | Cscurcraris | KepiidBio Plenpinen gt | DoPPORSsl | SRR [ Wee . KETERANCAR:
P - Perencanuan gy y DJAS, Helengkapan * ' Ontput  m
i ! i ‘Badan -, Utama dan Keéuingio Kerja/ Satker | g rienken T _ . ) ' 5 C
1 [Menerima Surat Edaran Bersama (SEB) dari SEB Kemenkeu dan Bappenas Pagu 30 SEB Kemenkeu dan Bappenas
Menteri K RI/ Kepala Bapp dany CE) Alokasi Anggaran menit  |Pagu Anggaran
mendisposikan kepada Sekretaria Utnma uniuk Disposisi
ditindallanjut
2 [Mencrima dispesisi Kepala Badan terknil SEB + Disposisi 30 SER Kemenkeu dan Bappenas
{euangan Rl Kepala Bappenas dan m SEB Kemenkeu dan Boppenns Pagu | menit |Pagu Anggaran
mendisposikan kepadn Kepada Biro - B — Alckasi Anggaran Disposisi .
Perercanaan dan Keuangan untuk = = = -
ditindaklanjut —
3 [Menerima disposisi $ekretaris Utama terkait Disposisi 30 SEB Kemenkeu dan Bappenas
SEB Menteri Keuangan Rl/ Kepala Bappenas, SEB Kemenkeu dan Bappenas Pagu menit | Pagu Anggaran
Jisposikan kepada p / pelaksana Alokasi Anggaran Disposisi
untuk ditindaklanjuti
4 [Menerima disposisi Hepala Biro P L. Disposisi kL] Surat Undangan Pembahasan
dnn Keuargan terkait SEB Menteri Keuangan SEB Kemenkeu dan Bappenas Pagu menit  |Pagu Anggaran
RI/ Kepala Bappenas, melaksanakan Alokasi Anggaran
penyelesaian pagu alokasi anggaran secarn 2. Haxil Rekapitulasi Usulan Pagu
internal dan menyusun konsep surat Anggaran yang telah disesunikan
permintaan syarat pengusulan pagu alokas setelah penajaman
anggaran berupa TOR, RAB dan data pendukung| 3. Konsep Surat Undangan
lain beserta perbaikan dar pagu anggaran Pembnhasan Piygu Alokasi Anggarnn
5 [Mengirim permintaan syarat pengusulios pagu 1. Hasil Rekapitulasi Usulan Pagu 30 Surat Permintaan TOR, RAH dan
alokasi anggaran berupa TOR. RAB dan data Tidak Anggaran yang telah disesuaikan menit |Data Pendukung lain
pendukung lainnya kepada pimpinan unit setelah penajaman
kerja/ satker 2. Konsep Surat Permintaan TOR,
va RAB dan Data Pendukung lain
& [Mengirim syarat pengusulan pagu wlokasi l Surat Permimann TOR, RAB dan 30 1. Surat Pengantar TOR, RAR Pimpinan Unit Kergja
anggaran berupa TOR, RAB dan Data Datn Pendukung lain menit  |dan Data-Pendukung Inin Pimti Madya dan Pratama
Pendukung Lain 2. TOR, RAB dan Data
Pendukung lain
7 [Mencrima TOR, RAB dan Data Pendukung 1. Surat Pengantar TOR, RAB dan a0 |. Surat Pengantar TOR, RAH
Pengusulan Pagu Alokasi Angraran da Data Pendukung lain menit  |dan Data Peadukung lain
mendispasisikan kepada perencana/ pelaksani 2. TOR, RAB dan Data Pendukung Disposisi
serta memerintahkan perencana/ pelaksana [ain 2. TOR. RABE dan Data
untuk menyusun kensep surat penelahaan Pendukung lain
gagu alokasi anpgaran o ' . .
8 [Menerima Disposisi TOR, RABE dan Data - TOp — = 30-= N lapacan Helongkagun JORS - - | L
Pendukung Pengusulan Pagu Aloknsi Angguran m i:ra! Pengantar TOR, RAD dan Data menit SAB dan Data Pendukung lain
dan menyusun konsep surat undangn ndukung lain . Konsep surat undangan
pentlahasn pagu alokasi anggaran Tdak 2. TOR. RAB dan Data Pendukung penclahaan pagu idokasi
lain anggaran
G [Menandatangani surat undangan penalahaan _—' 1. Laposan Helengkapan TOR, RAB 10 Surat undangan penelahann
wdak dan Data Pendukung lain Disposisi menit  |pagy alokasi anggaran

pagu alokasi anggaran

2; Konsep surat undangan
penalaahan pagu alokasi anggaran
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’. A R - . X - _ . = r , . _ .. -MUTUBAKU' L. . - " [
ne|* et Kepala - pricptitan vare §° Y Eaendd ' - Haken - ) KETERANCAN
i TR Tt Batin - | ‘Horgay Batker ‘ KEelongugpen 1 & oo T ) W ‘
10| Melaksanakan penelaahan pagu alokasi [TOR, RAB dan Data Pendukung Lain | 2.400 |Catatan Hasil Penelahaan/
angparan dan melaporkan hasil penclahasn menit | Peneliian RKAKL Pagu Alokast
kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Anggaran
11 [Menerima surat penyusunan dan peayelesaian Surat Penyusunan dan Penyelesaian a0 Surat Penyusunan dan
pagu alekasi anggaran dari DJA Kementerian E_:ﬂ Pagu Alokasi Anggaran menit |Penyelesaian Pagu Alokasi
Keuangan dan mendisposisikan kepada Kepala . Anggaran
Birc Perencanaan dan Keuangan Disposisi
.- o | —
12|Menerima disposisi dari Sekxetaris Utama = Pinpomist— — =1- an Surat Penyusunandan— . .- L. . __ _ -
untuk melaksanakan penyusunan dan Sural P dan Penyelesail menit |Penyelesaian Pagu Alokasi
penyelesaian pagu alokasi anggaran secara Pagu Alokasi Anggaran Anggaran
online melalui aplikasi SAKTI Dispesisi
13 [Menerima disposisi dari Kepala Biro 1. Disposisi Surat Penyusunan dan 2400 |Laporan RKAKL Pagu Alokasi Proses penyelesaian renja
Perencanaan dan Keuangan untuk Penyelesaian Pagu Alokasi Anggaran menit |Anggaran Basamas memerhikan walttu 5 hari kegja
Lak kan p dan penyel 2. Hasil Rekapisulasi pagu alokasi '
pagu alokasi anggaran secara online melalui anggaran
aplikasi SAKTI 3. Catatan Hasil Penelahaan/
Penelitian RKAKL Pagu Alokasi
Anggaran
14 |DJA Kementerian Keuangan menerima pagu Laporan RKAKL Pagu Alokasi 30 Approval dalam aplikasi SAKTI Rasarmas memerlukan persetujuan
anggaran Basarmnas dan meiakukan penelahaan Angnaran Dasarnas menil (app J) dari DJA K keu dan
online serta melakukan persetujuan secara Bappenas 41as penyusunal renja
online dalam aplikasi SAKTI dalam aplikasi SAKTI
15| Menerima dispasisi surat pemutakhiran renja Surat Pemutakhiran Renja 30 Surat Pemutakhiran Renja
dari Bappenas dan i isikan kepada menit |Disposisi
perencana/ pelaksana
164 M i isposisi yelesaik Disposisi 2400 [Laparan Pemurtakhiran Renja Proses penyelesaian renjz
pemutakhiran renja dan dikirimkan secara Surat Pemutakhiran Renja menit  |Basarnas memerlukan wakiu 5-10 hari kerja
| lontine ke Bappenas
17 |Bappenas menerima pemutakhiras renia Laporan Pemutakhiran Renja ki) Approval dalam aplikasi RRISNA [Basamas memerlukan persetujuan
Basarmas dengan melakukan persetujuan secara Basarnas menit |[RENJA [approval) dari DJA Kemenkeu dan
online dalam aplikasi Krisna Renja ’ Dappenas atas penyusunan renja
dalam aplikasi Krisna Renja

R
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NOMOR SOP &F Tahun 2023

TANGGAL PEMBUATAN |30 Septcmber, 2023

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA

TANGGAL REVISI -

DISAHKAN OLEH

= BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN — e

4 NRP. 513146
NAMA S0P : SOP PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN

1 |Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Mampu melaksanakan laya.nan usulan pagu anggaran

 2|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan|
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

o
KETERKAITAN:  ° T T o T . PERALA' "i‘in}?' RLENGKAPAN_: ' S e N @
1|SOP Penyusunan Pagu Kebutuhan Peralatan: ]
Komputer , Laptop, Printer, Scanner.
Perlengkapan:
2|S0OP Penyusunan Pagu Indikatif Routing Slip, Faksimili, Jaringan Internet, Jaringan Tclcpon Aplikasi KRISNA RENJA, Aplikasi SAKTI,
Aplikasi SBK
Persyaratan:
3|SOP Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Hasil Rekapitulasi yang telah disesuaikan dengan rapat penajaman pagu indikatif, TOR, RAB & data
_ pendukung lainnya
4 ST - o7 - N - == = = T = — -
pE_RmGA'rAN T e - e PENCATATAN DAN PENDAFTARAN - ) .

Bila SOP udak d:laksanakan maka pruses penyajlan data mcnjarh ccpat chal dan akuntabcl

Surat pengcsahan atau surat pengc.mballan akau surat penulakan revisi anggaran
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FPENYUSURAR PAGU ARGGARAR

- - - - - - __PELARSANA- . x, - T U . _MUTU BAKU - i S
St Fon . — — g ——— - = = — - T = -~ [N ’
.t - “'-‘»'ll'“-lﬂl v Behretards® |+ K"?’h Blro, |- Peréocana/ | | Pluploan Unit Bapperins/ , K e -,WE“‘“ SRR mm o o
R o ! * " utama | Perencanaan . D Pelaksama |, Kerfa/ Satker | . .NA{ . K:lonlkup*n . : -Output PR
4 LA e - i don Keuangan P Kémenkeu ! . I - 5 L. L .
-[Menerma Surat Edaran Bersama (SEB) dari- SEB Kemenkeu dan Boppenas ao SEB Kemenkeu dan Bappenas
Menteri Keuangan Ri/ Kepala Bappenas dan Pagu Anggaran menit  |Pagu Anggaran " - -= = - -
mendisposikan kepada Sekretaris Urama untuk Disposisi
ditindaklanjuti :
— 1
Menerima disposisi Kepala Badan terkait SEB i Dispaosisi 20 SEB Kemenkeu dan Bappenas
=—tTterTreTt rrrRbiepat P e e ﬁ — E— — SEB Kemenkeu dan_Bappenas menit |Pagu Anggaran
mendisposikan kepada Kepada Biro l_.__l - - o |Pagu Anggaran == |Dmepossi— o — == ——— —
Perencanaan dan Keuangan untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisi Sckretaris Utama terkait Disposisi 30 SEB Kemenkeu don Bappenas
SEB Menteri Keuangan RI/ Kepala Dappenas, SEB Kemenkeu dan Bappenas menit |Pagu Anggaran
disposikan kepada p } pelal Pagu Anggaran Disposisi
untuk melaksanakan pembnhasan seeara
intemal don yiapkan rapnl p k
dengan Kepala Badan, Pcjabat Pimpinan Tinggi
Madya dan Pratama sera pimpinan unit keja/
satker
Menerima disposisi Kepala Biro Perencanaan 1. Disposisi 30 Surat Undangan Pembahasan
dan Keuangan terkait SEB Memieri Reuangan SEB Kemenkeu dan Bappenas menit  |Pagu Anggaran
Rl/ Kepala Bappenas, metaksanakan Pagu Anggaran
pembahasan secara internnl dan menyiapkan 2. Hasil Rekapitulasi Usulan
rapat pembahnsan dengan Kepala Badan, Pagu Indikatif vang telnh
Pejabat MNmpinan Tinggi Madya dan Pratama di ikan setelah penaj
scrta pimpinan unit kerja/ satker 3. Konsep Surat Undangnn
Pembahasan Pagu Anggaran
5 |Melaksanakan pembahasin pagu inggaran Hasil Rekapitulasi Usulan Fagu 00 1. Hasil Rekapitulasi Pagu Rapa1 Fembahasan Pagu Anggaran
dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan J Indikatif yang disesuaikan menit  |Anggaran yang telah disssuaikan | Kantor pusat dipimpin oleh Sestama
Pratama serta pimpinan unit kegja/ satker dan setelah penajaman setelak pembahasin dan dikuti oleh Paca Pejabat
menvampaikan surat kepada pimpinan unit E::] 2. Notulensi Hasit I'embahasan  |Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama
kerja/satker terkait hasil rapat pembasahan Pagu Anggaran serta satker
pagu indikcarif
6 |Melaksanakan pembahasan pngu anggaran Hasil Rekapitulasi Usulan Pagu 00 1. Hasil Rekapitulasi Pagu Rapat Pembahasan Pagu Anggaran
dengan Sckretaris Uinma [ndikatif yang disesunikan menit  |Anggaran yang telah disesuaikan |Kantor pusat dipimpin olch Sestama
setelah pennjamin ’ setelah pembahasan dan diikuti oleh Para Pejabat
= = — — - — 2. Notulensi Hasil Pembahusn | Pimpinan Tinggt Madya dan Pratama
N == = [Pagu Anggaran — [merin saiker - —— — - - =
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g N - . _ PELAKSANA- . - - = T - r ; ~
R N i - . N T Kepala Bire | Y. - w i b " - |Dappenas/| . ¢ - . = - 1 - T -
Ho s, el ) | ,gﬁiﬂl- Sélwetaddy’ | o o inain | @ Perencuna/, l;lmpln:l :J.r:m SNV Kelangkapaa " ontput ., TWETERANGAR .
o L L M sl Utema  °f, 'y s Keuangan - e ; e.,d"r . F'.l_(c'l'n:'nkéli al - AL PR BT * i L v e e L
15| Menandatangani surat undangas penatahaan 1. Laparan Kelengkapan TOR, 10 urat undangaan penclah
Pogu anggaran Tidak RAB dan Data Pendukung Inin menit  |pagu anggaran
Disposisi
e m— - - - - - 2. Konsep surat undangan
penalaahan pagu anggaran - Tttt T T - -
16 |Melaksanakan penalanhan pagu anggaran dan TOR, RAB dan Datn Pendukung 2.3400 |Catatan Hasil Penclahoan/
melaparkan hasil penelahpan kepada Kepala Lain menit |Penclitian RKAKL Pagu Anggaran|
Biro Perencanaan dan Keuangan
17 [Menerima disposisi surat penyusunan renja dari Surat Penyusunan Renja 30 Surat Penyusunan Renja Tt T
Bapp dan mendi isikan kepada menit |Dispasisi
|perencana/ pelaksana
18|Menerima disposisi yelesajkan peny n 1. Disposisi 2.400 ‘|Laporan Renja Basarnax Prases penyelcsaian renja
renja dan dikirimkan seearn online ke Bappenas Surnt Penyusunan Renja menit | memerlukan wakta 5-10 hari kerja
2.- Hasil Trilnternl Meeting Pogu
1 Anpparan .
19|Bapp m ima peny an renja Laperan Renja Basarmas a0 Approval dalnm nplikasi KRISNA [Basarnas memerlukan persctujuan
|} d melakukan per juan secara menit |RENJA {appraval| dari DJA Kemenkeu dan
online dalam aplikasi Krisna Renja Bappenas atas penyusunas renja
. dalam aplikasi Krisna Renja
—
20| M: a surat peny an dan penyelesaian ¥ Surat Penyusunan dan 30 Surat Penyusuhan dan
pagu anggaran dari DJA Kemenlerian Kruangan Penyelesaian Pagu Anggaran menit  |Penyel Pagu Angg:
dan mendisposisikan kepadn Kepala Biro Disposisi
Perencanaan dan Keuangnn )
21 | Mencrima disposisi dark Sckretaris Utama ¥ Disposisi 30 Surat Penyusunan dan
untuk melaksanakan penyusunan dan Surat Penyusunan dan menit  |Penyelesaian Magu Anpgaran
penyelesaian pagu anggaran sccara online Penyelesainn Pagu Anggaran Disposisi
melalui aplikasi SARTI
rartisposisi-dar-Kepale-Bis = - — | I . 1. Disposisi Surat Penyusunin 2400 |Lnporan RKAKL Pagu Anggaran  |Proses penyelesaian renja
Perencanann dan Keuangin untuk "~ "7 [dan Penyelesnian Paga Anggarnn| menit  |Basamas © Imemerlukan wakiu 5 hafl kea - - =
melaksanakan peryutunan dan peayelesaian 2. Hosil Rekapitulasi yang telah
pagu anggaran secarn online melalui aplikasi , disesuaikan dengan rupnt
SAKTI @ penajaman pagu anggaran
3. Catatan Hasi Penclahaan/
Penelitizn RKAKL Pagu Anggaran
23| DJA Kementerian Kenangan menerima pagu Laporan RKAKL Pagu Anggaran 30 Approval dalam aplikasi SAKT]  |Basamas memerlukan persetujuan
Basarnas menil {approval) dari DJA Kemenkeu dan

anggaran Basamas dan melakukan penelahaan
enline serta melakuknn persetujunn secirn
online dalam aplikasi SAKTI

Bappernas atas penywsunan renjs
dalam aplikasi SAKTI
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF

ikl

Menteri Keuangan RI/ Kepala Bappenas dan
mendisposikan kepada Sekretaris Utama untuk

HETH

)

Pagu Indikatif

Pagu Indikatif
Disposisi

I : L‘ L o i ‘. L . e __PELAKSANA =~ +° .7 ', . L . = 7 ... MUTUBAKU.. . . "
No rozKegiatan 0 o 7 Hépala Selretaris |* iopala Biro berencana/ | Pinpinan Unie_ |DSEPERAS/L b | aktn o KETERANGAN -
Y I, . . - - Perenéanaan et et DJA} | Kelengkapan ‘ Outpat: .
- Y i - L LET ~Utama, . |. K¢ Pelaksanpa' Kerja/ Sotker oY G . i . "
g_.. Ll —r e L . .-~ ]| ~dan Keuangan - RERTE R 2T | Kemenken P PP - .
1 {Menerima Surat Edaran Bersama (SEB) dari SEB Kemenkeu 20 SEB Kemenkeu T
dan Bappenas menit  |dan Bappenas

SEB Menteri Keuangan RI/ Kepala Bappenas,
mendisposikan kepada perencana/ pelaksana
untuk melaksanakan pembahasan secara
internal dan menyiapkan rapat pcmbahasan
dengan Kepala Badan, Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya dan Pratama serta pimpinan unit kegja/
satker

g

dan Bappenas
Pagu Indikarif

2 [Menerima disposisi Kepala Badan terkait SEB Disposisi a0 SEB Kemenkeu
Menteri Keuangan Rl/ Kepala Bappenas dan e SEB Kcemenkeu menit |dan Bappenas
mendisposikan kepada Kepada Biro Emj dan Bappenas Pagu Indikatil
Perencanaan dan Keuangan untuk 3 Pagu Indikatif Disposisi
ditindaklanjuti

3 |Menerima disposisi Sekretaris Utama terkait Disposist 30 SEB Kemenkeu

SEB Kemenkeu menit  |dan Bappenas

Pagu indikatil
Disposisi




" b o ; PR . . PELAKBANA, .. - o '/-. . S T RS MUTU.BAKU: " .
: . AR T T KepalaBird | me. o | pis =~ | Bappe: ] T Wakta™ :,
No ‘rKeg‘ia'flln . .o :“ * Kepala §ekr§ta.ﬂs ~l’!§i:ia'§h° ) Peieqéa.n’a/ !?_im_pinan ‘Uni} Ba%;.);;ljasl Kelengikapan W(; " -
e, - . ‘Badan "Utama Srere - Pelaksann |~ Kerja/ Satker |} . = N pag '
LA . L R C NG S . dan' Keuangan . Lo ke Kemenkeu|. .- 0 7 . L i s e
4 [Menerima disposisi Kepala Biro Perencanaan 1. Disposisi 30 Surat Undangan |

~ |dan Keuangan terkait SEB Menteri Keuangan SEB Kemenkeu menit |Pembahasan
RI/ Kepala Bappenas, melaksanakan dan Bappenas Pagu Indikatif Y
pembahasan secara internal dan menyiapkan | Pagu Indikatif o
rapat pembahasan dengan Kepala Badan, Emz‘ 2. Hasit -
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pralama |- Rekapitulasi
& st — e — — — Usulan Pagu
R Nl i B | TN F e e e —
3. Konsep Surat -
Undangan
Pembahasan Pagu
Indikatif
5 [Melaksanakan pembahasan pagu indikatif 1. Hasil 300 1. Hasil Rapal Pembahasan Pagu
dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Rekapitulasi menit  |Rekapitulasi Indikatif Kantor pusai
Pratama serta pimpinan unii kerja/ satker dan Usulan Pagu yang telah dipimpin oleh Sestama
menyampaikan surat kepada pimpinan unit Kebutuhan disesuaikan dan diikuti oleh Para
kerja/ satker terkait hasil mpal pembasahan \L 2, Konsep surat dengan rapat Pejabat Pimpinan Tingsi
penyampaian pagu pembahasan Madya dan Pratama scrta

pagu indikatil

indikatif sesau
hasil pembahasan

pagu indikatil
2. Notulensi
Hasil
Pembahasan
Pagu indikatil

satker




o S T . .. ...._ . PELAKBANA . T . . - -MUTUBAKU _ T
No [ Keglatan .- OF Hepalo Sckretails - Hepila Biro Pérencana/ + | Pimpinan Unit Bappenaa/ PR WB!‘T‘? T | KETERANGAR .
o . LA Badan | Utema - | foireetnett Polaksana | Kexja/ Batker |, PR Kelenghapan., | - * ™ Output ) .
. . P - . el L . an Keuangan . A S = _ | Kemenkeu|. .: L . . s o L
Melaksanakan pembahasan pagu indikatif 1 1. Hasil 300 1. Hasil Rapat Pembahasan Pagu
-- - |--|dengan Sekretaris Utama l Rekapitulasi menit  |Rekapitulasi Indikatif Kantor pusat
Usulan Pagu vang tclah. _ _ |dipimpin oleh Scstama
Kebutuhan disesuaikan dan diikuti oleh Para
2. Konsep surat dengan rapat Pejabat Pimpinan Tinggi
penyampaian pagu pembahasan Madya dan Pratama serta
————— = T e e indikatif sesau pagu indikatil  |satker
) T i Ol — = RRET P TS e 2 Mottt —
Hasil ’
Pembahasan
Pagu Indikatil
6 [Melanjutkan pembahasan pagu indikauif 1. Hasil 2,400 |1, Hastl Rapat Penajaman Pagu
dengan melaksanakan penajaman bersama L Rekapitulasi yang menit  |Rekapitulasi Indikatif Kantor pusat
Kcpala Badan, Pejabat Pimpinan Tinggi dan b telah discsuaikan vang tclah dipimpin oleh Kepala
Pimpinan Unit Kerja/Satker dipimpin oleh E_n:] dengan rapat disesuaikan Badan dan diikuti oleh
Kepala Badan serta menyampaikan surat pembahasan pagu dengan rapat Para Pejabat Pimpinan
kepada pimpinan unit kerja/satker terkait hasil indikatil penajaman pagu |Tinggi Madya dan
rapat penajaman pagu indikatif 2. Notulensi Hasil indikatif Pratama sena satker
Pembahasan Pagu 2, Notulensi
Indikatif Hasil Penajaman
Pagu [ndikatil
8 [Menerima Surat Trilateral Mecting Pagu L Sural Trilateral 30 Surat Trilateral
Indikatif dan mendisposisikan kepada RKepala Meeting Pagu menit  |Meceting Pagu
Biro Perencanaan dan RKeuangan Indikatil [ndikartif
Disposisi
9 [Mcnerima disposisi Surat Trilateral Meeting L] Disposisi . 3D Surat Trilateral
Pagu Indikatif dari Sekretaris Utama dan l Surat Trilateral menit  |Mceting Magu
mendisposisikan kepada perecana/ pelaksana Meeting Pagu Indikatil
untuk disusun perubahan pagu indikatif Indikatil Disposisi

sesual hasil rapat penajuman




dengan melakukan persctujuan secara online

dalam aplikasi Krisna Renja

RENJA

N g - R S = . PELAKSANA B I ¢ MUTU BAKU !
No Keglatan_ ia . Kepa].a- Sekretaris .-I‘l{epa.l_a‘Bl_n.: - Pérencapaf Pimpinan Unit’ ?appen:asl e i : Wakl:'u KE‘I‘ERAHGA.N’ :
‘ K ' Badan Utama Perencapaan . _ Pelaksana Kérja/ Satker : NAI Hz lengkapan.- «Output i 3
. i . R . dan'Keuangan. |' . - B . Kemenkeu _ . I i :
ool 10 |Melaksanakan Trilateral Meeting dan 1. Hasil 180 YHasil Trilateral
melaporkan hasilnyd ~ - Rekapitulasi yang menit  |Meeting Pagu
telah disesuaikan Indikatif
dengan rapat T
j penajaman pagu
————————— indikatif
- T == ————— ——— e 2, Notulensi Hasil
I il | T e ey e
LIndikatil
11 |Menecrima disposisi surat penyusunan Surat Penyusunan 30 Surat
rancangan renja dari Bappenas dan L Rancangan Renija menit  |Penyusunan
mendisposisikan kepada perencana/ pelaksana > Rancangan
' Renja
- Disposisi
12 [Menerima disposisi, menyelesaikan 1. Disposisi 2.400 [Laporan Proses penyelesaian
penyUSUnan rancangan renja dan dikirimkan Surat Penyusunan| menit |Rancangan rancangan renja
secara online ke Bappenas Rancangan Renja Renja memerlukan waktu 5-10
2. Hasil Trilateral hari kerja
Meecting Pagu
Indikatif
13 |Bappenas mencrima rancangan renja Basamas 1 Laporan 30 approval dalam |Basarnas memerlukan
Rancangan Kenja menit  taplikasi KRISNA [persetujuan (approvall

dari DJA Kemenkeu dan
Bappenas atas

pen an

renja datam aplikasi
Krisna Renja
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BIRO PERENCANAAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAR
SEKRETARIAT UTAMA:

NOMOR SOP

(X} Tahun 2023

TANGGAL PEMBUATAN

A0 september, 2023

TANGGAL REVISI y;

DISAHKAN OLEH KEPALA BIROPERENCANAAN DAN KEUANGAN

-

DAN KEUANGAN

/ " Roy K. Bach¥iar, 5.IF
NRP. 513146

NAMA SOP: SOP PENYUSUNAN PAGU KEBUTUHAN

= = e E

—

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Mampu melaksanakan layanan usulan pagu kebutuhan

[ ]

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Si

stem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 90 Tahun 2010 Te:
Kementerian Negara/ Lembaga

[#]

ntang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62 Tahun 2
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuanga

023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan
11

5
RETERRATAN: T o w L L T T [oRMAuATaN ) PERiERGEAPAN: | - . U - T

11SOP Penyusunan Pagu Indikatif Peralatan:

Komputer , Laptop, Printer, Scanner
2|SOP Penyusunan Pagu Anggaran Perlengkapan: o . .

Routing Slip, Faksimili, Jaringan lutlemct, Jaringan, Telepon
3|SOP Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Persyaratan .

ulan P Kebutuhan, Justifikasi Usulan

e S—-

GATAN :- A

d e . B

Bila SO{’ udak dilaksanakan maka proses penyajian data menjadi cepal, tepat dan akuntabel

Surat pengesahan atau surat pengembalian atau surat penolakan revisi anggaran




- 69 -

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN PAGU KEBUTUHAN

pimpinan unit kerja dan satker

lg\',

2, Lampiran Format RKA-
K/L Pagu Kebutuhan yang
telah diisi

3, Lampiran Format
Justifikasi Pengusulan Pagu
Kebuiuhan yang telah diisi

unil kerja/ satker

2. Lampiran Format REA-
K/L Pagu Kebutuhan yang
telah diisi

3. Lampiran Format
Justilikasi Pengusulan Pagu
Kebutuhan yang telah diisi

S —

! , ',“51;1‘5:?’/55’ . ’ ;. KETERANGAN,.-
e : -1 DJAS ) ’ - P
N AT . Lot e d;agﬁgua; n | /Felksana. | ¢ Kemenkeu- S . A L E B oty
1 |Mendisposisikan kepada perencana/ Renstra 30 Disposisi
pelaksana  untuk  menyiapkan  sural (‘) menit
permintaan data uniuk penyusunan pagy
Jkebutuhan.,
2 |Menyiapkan konsep surat permintaan data Disposisi 30 1. Konsep Surat Surat — = =
penyusunan uniuk pagu kebutuhan menit  |Permintaan Pagu
[Kebutuhan
TIDAK 2. Lampiran Format RKA-
K/L Pagu Kebutuhan
3. Lampiran Format
Justifikasi Pengusulan Pagu
Kebutuhan
2 [Memerdksa dan  menyefujui  suray 1. Konsep Surat Surat 30 1. Surat Permintaan Pagu
permintaan data untuk penyusunan pagu - Permintaan Pagu menit  [Kebutuhan
kebutuhan Kebutluhan 2. Lampiran Format RKA-
9 2, Lampiran Format RKA- K/L Pagu Kebutuhan
H/L Pagu Kebutuhan 3, Lampiran Format
3. Lampiran Format Justifikasi Pengusulan Pagu
Justifikasi Pengusulan Pagu Kebutuhan
YA Kebutuhan
4 [Menginmkan sural permintaan data untukd i. Surat Pengantar Pagu 60 1. Surat Pengantar Pagu file yang dibutuhkan
penyusunan pagu  kebuluhan  kepada Kebutuhan menit |Kebuiuhan dari pimpinan  |dapat dikirim dalam

bentuk hardeopy dan
softcopy dan
ditandandatangani oleh
Pejabat Pimpinan Tingsi
Madya dan Pratama
terkait [unit kerja) s¢rta
Kepala UPT (satker)




kebutuhan RKA-K/L

penelaahan pagu
kebutuhan RKA-K/L

penelaahan pagu
kebutuhan RKA-K/L yang
telah dikoreksi_ _

. A N : [ - S —_ PELAKBANA ° - TR "MUTU BAKU. L i
H3 - . ! s g T 1 X - - - N - . = . - : - == 1 B
Hol L eomegten o | SRR Jofperecanal, vatekeny [ seetans | PPRERI g wes ontpse
B v . B g /Pelaksana Satuan Kerja Utama : fatein: 1 B v f e - -
O _ L = }-dan-KeuanEa_- AR R L e .'!ﬂenkeur —_ s N [ . -

5 [Menerima data usulan pagu kebutuhan dari 1. Surat Pengantar Pagu 3.000 [Rekapitulasi Pengirim file dikirim dalam bentuk
unit kerja/ satker dan memberikan arahan v Kebutuhan dari pimpinan menit [Usulan Pagu Kebutuhan hardeopy dan softcopy
secara umum terkait kebijakan unit kerja/ satker dan ditandandatangani
perencanaan dan penganggaran Basamas 2. Lampiran Format RKA- oleh Pejabat Pimpinan

= serta—mendisposisikap-kepada-par = Feti-Pagu-Hebutuhanyang - Tinggi-Madya-dan S
pelaksana untuk direkap dan  dibahas telah diisi Pratama terkait (unit
secara internal 3. Lampiran Format kerja) serta Kepala UPT
Justifikasi Pengusulan Pagu (saiker)
Kebutuhan yang telah diisi

6 [Merckap usulan pagu kebutuhan dan i I. Surat Pengantar Pagu 3.000 |1.Rekapitulasi Pagu 1 usulan unit kerja dapat
kelengkapannya serta ditaporkan kepada) TIDAK N Kebutuhan dari pimpinan menit |Kebutuhan Basarnas diselesaikan dalam 120
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan ’ﬂl unit kerja/ satker 2. Rekapitulasi menit
untuk ditaksanakan penetaahan terhadap) 2. Lampiran Format RKA- Kelengkapan Dokumen
usulan tersebut ¥/L Pagu Kebutuhan yang Usulan Pagu Kebutuhan

telah diisi
3. Lampiran Format

YA Justifikasi Pengusulan Pagu
hebutuban yang telah diisi
4. Rekapitulasi Pengirim
Usulan Pagu Kebutuhan

7 [Menerima dala wsulan pagu kebuluhan, 1. Rekapitulasi Pagu 30 1. Rekapitulasi Pagu
mengoreksi, dan  memberikan  paraf] ¥ Kebutuhan Basarnas menit |Kebutuhan Basarnas
perselujuan  konsep  sural  undangan \ 2. Konsep sural undangan 2. Konsep surat undangan
penyusunan  dan  penefaahan  paguy %" < penyusunan dan penyusunan dan

i / TIDAK

DB




B V. LT T Lt L. LT T _PELAKSANA . . T - L oL T MUTU BAKU ® "0 " \
; " Kepala Biro" |. L TS - .. .| Bappenas/ | T T - . Lo - '
N T P-ergn;:ana'a.n- < ‘JF,__PEI?H?M? Q“Un!t l{('cxjajr Be]:.retari!: . l;)l:l'A] . :Kelengkapan. | Waktu | : - Qutput. - .
e o] danKeé o || /PClakefna’ | Batuan'Kera | - Utama | gopenken. | .o I T SRS T P NS _ L
- s E— - A — —
8 |[Menerima data usulan pagu kebutuhan, I. Rekapitulasi Pagu 30 1. Hasil Rekapitulasi Pagu
mengoreksi, dan menandatangani surat Kebutuhan Basarnas menit [Kebutuhan Basamas
undangan penyusunan dan penelaahan) YA TID 2. Konsep surat undangan 2. Surat undangan
pagu kebutuhan RKA-KA, 3 penyusunan dan penyusunan dan
Q penelaahan pagu Ipenelaahan pagu
kebutuhan RKA-K/L yang kebutuhan RKA-K/L
telah dikoreksi 1
9 [Menerima dan menugaskan pejabat terkait] 1. Usulan Pagu Kebutuhan 180 Catatan Penelahaan Usulan |1 usulan unit kerja/
untuk mefaksanakan penelaahan usulan A unit kerja/ satker menit {Pagu Kebutuhan satker dapat diselesaikan
pagu kebutuhan dengan Bire Perencanaar| 2. Justilikasi Usulan Pagu dalam 120-180 menit
dan Keuangan Eﬂ Kebutuhan unit kerja/
staker
101Meclaporkan kepada Kepala Biro 1. Hasil Rekapitulasi 120 |Laporan Penyusunan dan
Perencanaan dan Kewangan dan Usulan Pagu Kebutuhan menit |Penelahaan Pagu
menyiapkan Konsep Surat Usulan 2. Cawatan Penelahaan Kebutuhan

Pagu Kebutuhan Basarnas ke Usulan Pagu Kebutuhan

Bappenas dan DJA Kemenkeu TIDAK
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pembahasan usulan pagu kebutuhan
dan menandatangani Surat Usulan
Pagu Kebutuhan dan memerintahkan
Arsiparis untuk diarsipkan

YA

2. Konsep Surat Usulan
Pagu Kebutuhan Basarnas
ke Bappenas dan DJA
Kemenkeu

2. Surat Usulan Pagu
Kebutuhan Basarnas ke
Bappenas dan DJA
Kemenkeu

Bappenas menerima dan menampung
Hasil Rekapitulasi Pagu Kebutuhan
tersebut untuk diproses lebih lanjur.

1. Hasil Rekapitulasi
Usulan Pagu Kebutuhan
2. Surat Usulan Pagu
Kebutuhan Basamas ke

Bappenas dan DJA

1. Hasil Rekapitulast
Usulan Pagu Kebutuhan
2. Surat Usulan Pagu
Kebutuhan Basarnas ke

Bappenas dan DJA

Waktu Menyesuaikan
lyang berlaku di Instansi
|Bappenas

T,Tw LT T “‘ L . + PELAKBANA: . Do .5 . MUTU BAKU, - ST
» _TKeglatan , , - | HepalaBifs o engatia| - Ubft Resja/® | Sotdetarts . | BOBRERas/ i R | : - i, KETERANGAN
G - . Pérencanaan A IR s L DJA/S . Kelengkapan . , Output . - T T T .
. ’ Lo osp o < sl fPelaksanal [° Satman Kerja: [ Utama +- i o5 0o, T DR i . . Tt . o
| S - _ T _ dan Keuangan . 0 D0 L et TN ) L g !«Hemenkeun i|. -+ _ L w T e B D D e M _
- - - s — - B -
11 |Menerima, mengoreksi, hasil Laporan Penyusunan dan Tindak Lanjut Laporan
pembahasan usulan pagu kebutuhan Penelahaan Pagu menit fsesuai peraturan dan arah
dan memberikan paraf Konsep Surat Kebutuhan kebijakan
Usulan Pagu Kebutuhan dan
memerintahkan Arsiparis untuk b
diarsipkan 0\
. - /i TIDAK . - - - N
N
YA
12 |Menerima, mengoreksi, hasil 1. Hasil Rekapitulasi 30 1. Hasil Rekapitulast
Usulan Pagu Kebutuhan menit [Usulan Pagu Kebutuhan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
USULAN PENYESUAIAN TRT

SOP Penyesuaian TRT

PELAKSANA MUTU.BAKU
. Kepala'Biro Kepegawaian, I
No Kegiatan Ketua Tim Layanan rganisasi, daz HETERANGAN
e PIC Kepegawaian ' PNE Yang Bersangkutan Kepegawaian/ Organisasi, dan Tatn_ Laksana/ Juru Fayar[ Kelengkapan Waktu Qutput
Kepala kantor Pencarian dan Heuangan
Kasubbag/Urusan Umum : )
_Pextolongnn
1. Daftar nominatif 300 1, Nominatif rencana TRT PIC Kepegawaian (Analis

Menyusun daftar rencana

penyesuaian TRT scrta 2. Data PNS dan KP menit |2, Surat Pemberitahuan Kepegawaian/Pranata
menginformasikan melalui Surat Terakhir SDM Aparatur/PNS yang
Pemberitahuan kepada PNS yang 3. Daftar Mulasi ditunjuk oleh Pejabat
bersangkutan untuk melengkapi Pegawai yang berwenang untuk
persyaratan mengelola kepegawaian)
Surat pemberitahuan
ditujukan kepada
Pimpinan Unit Kerja
Eselon LI tempat PNS
1 tersebut ditugaskan
2 |Melengkapi berkas persyaratan dan l 1. Nominatif Rencana 1500 |Kelengkapan kckurangan
menyerahkan kepada PIC TRT menit  |dokumen
Kepegawaian T, 2. Surat
Pee ! Pemberitahuan
3 [Menyusun draft SK TRT dan 1. Berkas Usulan 300 SKTRT
selanjulnya discrahkan kepada Ketua w 2. Pcraturan terbaru menit
Tim Layanan Kepcgawaian untuk terkait Gaji Pokok PNS
dikoreksi
4 |Mengoreksi dan memberi paral Draft SK TRT 300  |Draft SK TRT
menit

persetujuan usulan TRT dan
menyampaikan usulan TRT tersebut
kepada Kcpala Biro Kepegawaian,
Organisasi dan Tata LaksanafKepala
Kantor SAR

TIDAK




Page 2 SOP Penyesualan TRT
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
USULAN PENYESUAIAN TRT

PELAKSANA | MUTU BAKU

Kepala Biro Kepegawalnn,

i Ketua Tim Layanan P 2 . , ’ . N
Kegiatan . : il datn s | Laks: ara o N KETERANGAN
e \ PIC Kepegawaian PNS Yang Bersangkutan Kepégawalan/ Organisas, dan Taj:;a L 2na/ Juru Bayar/ Helengkapan Waktu Qutput )
2 . - E ; : Kepala kantor Pencarian:dan Heunangan B (RS :
Kasubbag/Urusan Umum Gl L . : )
- Pel_'t_.olun_gan ) g "
Mengoreksi dan menyetujui usulan | Draft SK TRT 300 {SKTRT
TRT dan memerintahkan untuk Ya I TiDaK menit
v

diproses lebih lanjut

YA
Menyerahkan usulan TRT ke Juru SK TRT 15 SK TRT
Bayar untuk diproses lebih lanjut menit
serta mendokumentasikan dan
mendistribusikan SK TRT ke yang -
bersangkutan ’
Juru bayar memproses lebih lanjut l SK TRT catatan {SK TRT Menyesuaikan SOP yang
berlaku di unit kerja Biro
. Perencanaan dan
Keuangan
Mendokumentasikan SK TRT SKTRT 15 SK TRT
menit
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Papul SO malhan Fanghat Re gular
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ETANDAR QPERASIONAL PROSEDUR
KENAIHAN PANGHAT REGULER

PELAKEANA MUTU BARD
Kepala Dlro Repegamalan, |
Ketus Tim Layanan
Keglatan x y Organlsesl, dan Tata Leksnns/ 3 Kepals Dadan Naxionsd Pencarien Jura Dagai/ ) . KETERAKGAN
PIC Kep - ; Kepala knotor Pea daz PHS yapg bernanghutan Dadan Kepegawslan Hegam Gekretaria Ytama dun Pestolo: g zan p Wkt Qutput
Karobbag/Urusan Umam Perato. earian . 1 Pertolongun Henan,
| [Mengumpulkan data nomomadl daftar I. Komanl Pegawai 300 |1. Nominatif rencann HP PIC Kepegawaian {Anaha
menit | 2. Konasp surat edaran KepegnwainnfPranata.

PNS yang akan naik prnghat baik
pericde ( 1 April atau 1 Oktaber )2
(dua) bulan acbelum kenaikan
pangkat dan membuat konsep surat
sdaran pemberitahuan kenaikan
pangkat kepade pegawai yang akan
nak pangkat

SDM Aparatur/PNS yeng
ditunjuk aloh Pejabat
[yang berwenang unwk
mengelola kepegawaian|
Surat pambaritahuan
ditujuken kepada
[Pimpinan Unit Kesja
Ewelon Il tampat PNS

_.___..___I temmebut ditugaskan

Mangorckai dan mamban paral 1. Nomainati reneans, 30 |1, Nominatil rencana KP
konaep surat adara petmberitahusn Ke menit |2, Konsep wurat edaran
kenaken panghkat w TIDAK| 2. Konsep surat edaran
Mengoreksi dan memberi l 1. Nominatif vencens 30 Surat Edaran
persatujunn panda surnt edaran TICAK KP manit
pemberitabuan kenaikan pangkat 2. Konuep aurat adaran
—I
Ya
]
Melengkapi berkan persyaratan dan L3 Surat Edaran 300 1. Surat Usulan Berkas Usulan KP
menit | 2. Berkas Usulan Reguler:

menverahkan kepada PIC
Kepegawaian t. Salinan/Fotocopy yang
disahkan dari SK CPHS

2. Salinan/Fotoeopy yang
disahkan dard SK PNS

3. SalinanfFolecopy yang
dishkan dari SK Pangkat
terakhir

4. Salinan/Fotocopy yang
dizahkan dari DP3 delam
2¢{dun) tahun terskhir

5. Salinan/Fotacopy yang

dianhinn dard Karpeg
6. Daftar Riweyst
Pekerjaan
EYY Y - 1. Surat Usulan 300 Unulan K Penginputan melalui
kenafkan pangkn; dan memproses - 2. Berkas Usulan menit aplikasi SIASN BEN

penginputan berkas ke aplikasi BKN —




-84 -



- 85 -



Foe)

- 86 -

STANDAR OPERASIORAL PROSEDUR
USULAN PERSIUR ATAS FERMINTAAN SENDIRL

0P Usidpn Paraiion Ata Permimazn Sandir

FELAKBAMA . MUTU DAKU
i
Ko Heglatan Kepala Badani Nasloos] Kepals Siro Keprguwalan, Ketaa Tim Leyaoas Juru Bayarf . ; KETERANGAN
¥XO Yang Lersanghutan Pencarian dan Partolongan Seretats Vama Organtsssl, das Tata L o K!ptglml-uémbtlgflhmn FIC K4 peguwalun Dadwn Kepeghoalan Negarn Keusagaa Arpiparis Welengkapan Wakty 1Output
T |Menguzulican Pensiun Dini atas Surat Usulan Pensiun 15 [Surst Usulan Pensiun APY

Penmintnan Sendiri Kepada Kepata APS menit
Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan
Menenima, blenelaah, dan Surmt Usulan Pensium 30 | 1. Surat Persetujuan dari Jika disctujui lanjut proses
menyetujulftmenolak uaulan pensiun APS menit | Pejabat Berwenang alelanjutnya, jika tidak proses tdak
dinl pegawai yang bermangkutan dan TIDAK 2, Disposisi Lanjutlat, diteruskan
mamerintatkan umncuk diproses kbih 4
Lanjut
YA
2 )Menorima keputuzan Kepala Badan 1. Surnt Perwstijuan 30 1. Surat Perserujuan dari
dan memerintatkan untuk diproves dari Prjabar Berwenang| menht | Pejabat Berwenang.
lebih lanjut — 2. Divponiai lanjukan 2. Dizpowisi lanjutkan
3 {Menanma keputusan Kepala Badan e 1. Surat Fersetujusn 30 |1, Surat Persetujuan dari
dan memerintahkan untuk diprases dari Pejnbat Barwenang] menit | Pejabat Berwenang
ekil lanjut apawii lanjutkan 2. Disposis} lanjutkan
4 [Msnerima keputuran Kepaln Badan 1. Surat Persetujuan 0 1. Surat Persetujuan dar
dan memerintahkan FiG Kepopaualan darl Pojabat Berwennng| menit | Pojubat Berwenang

yang menangani unit kerjn tempat
Pegawai ya: wAn berdinas

2, Dispoulsi lanjuthan

2, Disponisi lanjutkan

Gniuk diproses letih lanjut
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STANDAR OPERASIONAL FROSEDUR
USULAN PERSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRL

. PELAKBANA N L B L " MUTU BAKY - B B o

: Luganin ]
Kaglatan Kaopals Badan Hepaia Blro Kepegumalts, Katus Tim . | gur Daywrs " . - EETERANGAN
PG Yang Bersangiuten | ooyl dun Pertolongan Sakretaria Otame Organlasat, din Tate Laksand Ktpﬂgl!?!lul‘.; ::::bb-;furunn FIC Hepegaonlen EBaden Kepegumalan Kegara prizion ol s Waktu Output, :
Berkoordinasi dengan Pegawai yang i 1. Surat Persetujuan aC  |koordinasi PIC Kepegawaian (Analis
berzangkutan untuk melengkapi l dari Pejabat Berwenang| menit Kepegawaian/Pranata SDM
dokumen wsulan pensiun dini awee lanjutkan Aparetur/PNS yang ditunjuk aleh
permintzan sendiri Pejabat yang berwenang untuk
mengelola Kepegawaisn] Suratl
— pemberitahuan ditujukan kepada

Fimpinan Unit Kerja Exelon 11
tempat PNS tersebut ditugnakan

‘Melenghkapi berkas persyaraten dan : koordinami 300 | 1. Berkes Usulan Berkas Ustlan Pensiun APS:
menyerahkan kepada PIC menit 1.5urat pengantar dari instansi
2.0PCP

Kepegawaian
. 3 Fotocopy sah SK CPNS .
4. Fotecopy sah SK KP terakbir
5.Fotocopy sah SK PMK (ika
memiliki)
&_Daftar Susunan Keluarga
7.Fotocapy eah Akta Mikah

8.Fotocopy sah Akta CeraifAkts,
i Gika ada)
9.Fotacopy sah Akia Lahir anak
yang borusin 4t bawah 25
T tahun
10, Surnt permohonan yiwa divertai
alasan mengajukan APS.
11.5umnt peruetujuar dari pejabat
sang berwenang (Sekda/Karo
SDMJ Kakanwil)
12.Surnt pernyataan tidak sedang
dalam prozes pidanafpemah
dipenjara yang dibuat oich JPT
Pratama yang membidangi
i - - . . kepegawaian
b 13 Fotocopy gah SKCLTN kg,
Memerikan kelongkapan pengajuan l Y. Berkas Uautan 300 |hasil imputan di aplikasi
pensiun APE1 dan memproses menit
pengnputan borkax ke aplikesi BKN l—j
Memcrikaa dan memberikan 1 TIDAK ‘hawil inputan di catatan [Percerujuan Pensiun dengan Waktu dan SOP Menyesuaikan yang
persetujuan pada Usulan Prsiun aplikasi meneribitkan Perzetujuan berlaku i BKN
APS Pegavai Bladan Nasional Teknis
Pencarian dan Pertolangan untuk
Iebih lanjut
Mernproses SK Pensiun APS dan peraetujuan teknis 300 |usulan TTE Pejabat Berwenang
menit

mongusulian Tands Tangan Digital vlv
Hepada: Pejebe @ I—— ~—
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ETANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

USULAN FPENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

$OP Usulan Prriyn A123 Prrminiaan Sendi

FELAKBANA MUTU BAKU
ma Hegintan Kepals Badan Raslons! Kopals Bire Kepegawalan, Hictua Tim Laganan . Juru Bayar/ . RETERARGAN
PNS Yang Be b arl dan - Selrataris Utuma. Organtassi, dan Teta Laksans Kepelltnllné mxbhqn.vmun PIC Hepoguwalnn Eadan Hopegawalan Nogara Keuszgan Wakeu Output
. .

7 [Memberikan peraetujuan tanda ; Csulan TTE fjabat Ber{ catatan | ITE Pejabat Berwenang Fejabat yang TTE menyesuaikan

\angan digital pada SK Pensiun APS $ T 1 angkat GolonganPNS Yang

bersenghutan
Memproses péncetakan 5K untuk — TTE Pejabat Berwenany, 1] SK Pensiun
menit

disampatkan kepada Juru Bayar dan
PNS yang becsanghutan dan
Arsitparis untuk disrsipkan dan

lmenunggah Paf K Pensiun ke

Menerima SK pensiun APS

menit

database PNS pada aplikati
kepegawaian
Memproses pencairan gaji pensiun SK Pensiun Catatan |Gaji pensiun pegawai waka dan SOP Meryesuaikan yang
berlaku di BXN
Mengarsipkan SK pensiun AFS | SK Penaiun 15 |SK Pensiun
menil
}
5K Fenmiun 15 |SK Penaiun
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
USULAK PENSIUN PES BUP

PELAXEANA MUTU BAKU
\
Heglatan © PIC Keprquomtan PNE Yang Padan Kep jan Wegarn Joepaln B";’_:‘,‘.’:;‘“““' . Sekretaris Utama Eepala B;:n““‘:';‘t:ll“’;“’.i'""‘"“ Jury Bayar/ Heuangan Araiparis Arsiparis Halenghupan® Wkt Cutpat METERANCAN
‘

Mengumpulkan data nomonatif daftar] ). Surat Persetujuan 30 [koordinasi PIC Kepegawaian (Analiz

CPNS yang akan diangkat menjadi dari Pejabat Berwenang|  menit Hepegawaian/Pranata SOM Aparatur/PNS

PNS dan menginformasikan kepada 2. Disposisi lanjutkan yang ditunjulé oleh Pejabat yang berwenang

pegawai vang akan Penaiun BUP untuk mengelola kepogawaian) Surat
pemberitahuan ditujukan kepada PFimpinan
Unit Kesja Eselon Il tempat PNS tersebut
ditugaskan

[Mengusulkan dan melengkapi berkas koordinawi 300 1, Berkas Usulan Berkas Uaulan Penslun;

| persyaratan dan manyerahkan I menit 1.Surat pengantar dari Instansi

kepada PIC Kepegawaian 2. DPCP
3 Fotocopy wah SK CPNS '
4.Fotocopy sal SK KP terakhir
5.Fotocopy sah 5K PMK (iika mamiliki)
6.Daftar Susunan Kehsaga
7.Potocopy wah Akta Nikah
3.Fotocopy wah Akta CeraifAkla Kematian
Pazangan likaoda)
9. Fotoropy 3ah Akt Lahir anak kandung
vang berutia &i bawah 25 tahun
10,Surat permehonan yba disertai alasan
mengajukan APS
11.Surat persctujuast dari pejabat yang
Fberwenang (Sekda/Knro SDM/ Kakanwil)
12.Surat pernyatean tidak sedang dalam
promes pidana/pemah dipenjam yang
dibuat oleh JFT Pratama yang membidangi
kepegasalan
13.Fetocopy wah SK CLTH jika pemah
mengambil CLTN

ik Surat Usuiap Pensiun 30 1. Surat Persetujuan dari Jika disetujui lanjut proses slelanjutnya,
pensiun BUF dan memprozes. APS menit | Pejabat Berwenang, iha tidak proses tidak diteruakan
penginprtan berkas ke apliknsi BKN 2, Gisposisi lenjutian
1

Memeriksa dan memberikai TIDAK hasil inputan di Catatan |Persetujuan Penaiun dengan | Waktu dan SOP Menyesuaikan yong

persetujuan pada Usulan Pensiun l aplikas ibi Ferastujuan berlaku di BKN

BUP Pegawal Badan Nasional [Teknis

Poncerian don Pentalangan untuk

diproses lebih lanjut e

YA

Memproses SK Pensiun BUP dan persetujuan teknis 300 |usulan TTE Pejabat Berwenang

mengueulkan Tanda Tengar Digital 3 menit

Kepada Pejabat berwenang e
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STANDAR OFERASIONAL FROSEDUR

$OP aulan Prmin PHS BB

USULAN PENSIUN FNE BUP
FELAKSANA HUTU BAKU
L] Kaglatan . Hepals Bire Kepsgawalan, Hapala Bedan Fauloasl Fracaran . KETERARGAN
FIC Kepagawalan FNS Yuog Bersangkutan Badin Kepegawnlan Negara Organtsss, dan Tate Laksana Bokraturis Utarme dan Pertolongen Juru Bayar/ Keunngan Waktn Dutput
7 |Memiwnkan persstujuan tanda unulan TTE Prjabat Ber] catatan |iTE Prjnbat Berwenang Pejabat yang TTE menyesunikan Fanghat

wngan digital pada SK Fenaiun GUP

GalonganPN8 Yemg bersengkutan

R

l
T

Memprosss pengetakan SK untuk TTE Pojabat Berwenang 15 |SK Fenaiun
mpnikan kepada Juru Bryar dan menit
PNS vang bersanghutan dan
Arsiiparin untuk diarsipkan dan
menunggah A4 SK Fensiun ke
jdatabnse PNS pada aphkasi
kepegawninn
Mempironed pericairan gaji pensiun e . SK Ponsiun Catntsin |Gt peuniun pegawal Waktu dan SCP Menyesuaikan yang
l berlaku di BKN
Mengarsipken 5K pensiun APS p—— | ————— SK Pensiun 15 [|3K Permiun
! menit
—
H
Manenma SK penviun AP3 SK Penalun 15 3K Pensiun
menit
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP Permohanaan Cutl

PERMOHONAN CUTI
Pelaksanaan Mutu Baku
No Kegiatan Kepala Biro Kepegawaian HKetua TIM Layanan Keterangan
i i Wakt t
PNS yang Bersanghkutan Organisasi, Tata Laksana Kepegawaian PIC Kepegawaian Kelengkapan alitu Qutput
1 |Mengajukan Permohonan Cuti Surat Usulan Cuti Pegawai 15 Surat Usulan Cuti Pegawai
Menit
1
2 |Menerima, menganalisa surat usulan| J, Surat Usulan Cuti Pegawai 15 Surat Usulan Cuti Pegawai
Cutii dan mendisposisikan ke Ketua _ Menit
TIM Layanan Kepegawaian untuk
ditindaklanjuti
3 |Mencrima dan mepganalisa Surat Surat Usulan Cuti Pegawai 30 Surat Usulan Cuti Pegawai
usulan Cuti dan mendisposissiskan menit
kepada PIC Layanan Kpecgawaian - o
untuk difindak [anjuti - =
o TIDAK
4 |menginput Usulan Cuti Pemehon ke L Surat Usulan Cuti Pegawai 30 1. informasi
dalam Drive Layanan kcpegawaian menit
Topik Cuti. Dan menyampaikan
kepada Pahon Cuti scbagai informasi
Cuti telah diproses '
_l0. Mencrima_informachud_tclah_dir 1-informast 30 {1-informasi
menit

proses
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN REGULASI BIDANG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

SOP Usutan Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawatan dan Ortala

regulasi di bidang Kepegawaian dan
Ortala

penyusunan peraturan
3. Nota Dinas ke Karo

Hukum dan Kerja Sama

PELAHSANA MUTU BAKU
Tim Kelompok Kerja ; 4
;. Kepala Biro Kepegawaian . ) .
No Kegiatan » kum . HKETERANGAN
g Helompok Kerja Pemrakarsa Pcnyus}.man Pcnguata.n_ Organisasi, dan Tata Biro Hu dan Kerja Kelenghkapan Waktu Output
Regulasi Bidang Kepegawaian, Laksana Sama
Organisasi, dan Tata Laksana j
1 [Menyampaikan konsep usulan 1. Konsep peraturan 10 1. Konsep peraturan
regulasi bidang kepegawaian, C) menit
organisasi dan tata laksana |
1
2 |Menganalisa urgensi dan konsep o= 1. Konsep peraturan 30 1. Konsep peraturan
usulan regulasi bidang kepegawaian, menit
organisasi dan tata laksana
3 [Melaksanakan rapat pembahasan 1. Konsep peraturan 300 1. Konsep peraturan
dengan Pokja Penyusunan Penguatan menit |2. Konsep Naskah Kajian
Regulasi Bidang Kepegawaian, penyusunan peraturan
Organisasi, dan Tata Laksana p TIDAK 3. Konsep Nota Dinas ke Karo
{dengan melibatkan unit ketja terkait = ! Hukum dan Kerja Sama
jika diperlukan), menyusun konsep
peraturan
4 |Menganalisa, mengoreksi, menyetujui N — 1. Konsep peraturan 300 1. Konsep peraturan _ B
konsep peraturan bidang 2. Konscp Naskah Kajian menit [2. Naskah Kajian penyusunan
kepepawaian, organisasi dan tata penyusunan peraturan peraturan
laksana, menyampaikan ke Biro — > 3. Konsep Nota Dinas ke 3. Nota Dinas ke Karo Hukum
Hukum dan Kerja Sama untuk proses Karo Hukum dan Kerja dan Kerja Sama yang sudah
lebih lanjut 7 YA Sama ditanda tangani
5. |Menerima usulan penyusunan . ‘L 1. Konsep peraturan 10 SOP Penyusunan
2. Naskah Kajian menit Peraturan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN DATA KEPEGAWAIAN

diperbaiki.

Pelaksanaan Mutu Baku
No HKegiatan . . Kepala Biro Kepegawaian, Tim Kelompok Kerja Keterangan
Kepala Unit Kesja / UPT Organisasi, Tata Laksana Penguatan Sistem Informasi Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyampaikan Surat Permohonan Surat Permohonan data 15 Surat Permohonan
Data Kepegawaian Kepegawaian. Menit
2 |Menerima, dan mendisposisikan Surat Permohonan. 15 1. Surat permohonan,
permohonan data kepada Tim Pokja N Menit 2. Disposisi
Penguatan Sistem [nformasi
3 |Melaksanakan pengolahan data dan i 1. Disposisi 60 1. Data sesuai permintaan, [Waktu penyelesaian olah data
_ |membuat__konsep__surat balasan J/ 2. Surat permohonan, menit 2. konsep surat balasan bervariasi sesuai dengan
sesuai permohonan dan/ atau arahan - = ’ kompleksitas-data yang
atasan 3 diminta.
4 |Menerima dan memeriksa data hasil 1. Data sesuai permintaan, 15 1. Data
pengolahan Tim Pokja Penguatan 1DAK 2. konsep surat balasan menit 2. Surat Balasan yang telah
Sistem Informasi. Jika disetujui maka disetujui
permochonan data akan diteruskan
kepada pemohon. Jika tidak, maka
dikembalikan kepada Tim Pokja
Penguatan Sistem Informasi untuk VA

Page 1l
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN DATA KEPEGAWAIAN

Pelaksanaan Mutu Baku
No Kegiatan . . Kepala Biro Kepegawaian, Tim Kelompok Kerja Keterangan
Kepala Unit Kerja / UPT Organisasi, Tata Laksana Penguatan Sistem Informasi Kelengkapan Waktu Output
5 [Menerima data sesuai permohonan 1. Data 15 Tanda terima.
2. Surat Balasan yang telah menit

disetujui

Page 2
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Fagl 3OP Fengangh el CONS memjadi on5
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGANCHATAN CPFNS MENJADI FNS
PELAKSANA MUTU TARY
Kepals lro Kopegawalan,
Ketia Tim Layanan ma E 0
Ro Keglatan ¥ Orgunlcasl, den Tatn Lakyans/ . Kepala Dadan Naslona] Pencardan Jura Bayar/ e HETERARGAN
FIC Kepeguwnian Keprgnenlan/ Kepala kantor Pencarian dan CFHS Brdan Hepeguwnlan Négare Sekrecaris U dun Pertolongan Kevangan Wakrtn Output
Hazubbag/Urusan Umum Pertol
E ongan
% |Memproses SK Pengangkaian CPNS 1 Pemetujuxs 15 |usutan TTE Pojabat Berwenang
menjadi PNS dan mengusulkan JPengangkaten CPNS menit
Tanda Tangan Digital Kepada Pojabat fmenjadi PNS dangan
{borvanang maneribitkan
Parnetujurn Teknis
T
I Y
I
7 |Mambenikan persetujuan tanda [ v auian TTE Pejabac cawian |TTE Pejabat Berwenang Pejabat yang TTE
tangan digitel pada SK Kenaikan 1 . Berwenang menyesuaikan Pangkat
Pangkat - = GolonganPNS Yang
bersengkutan
|
[ ] P !
8 |Mamprosss panceiakan SK untuk TTE Pejabar Berwenang] 15 [SK Pengangkatan PNG
dizampaikan kepads Juru Bayar dan l menit
PNS yang barsangkutan dan
Avmiiparia untuk diarsipkan dan
I Puf SK X
CPNS menjadi PNS ke database PNS
pada nplikasi kepegasnian
10a | Memproses pencairan perubahan l SK Pengangkatan PNS | Catatan [Gajé dan unjangan pegawai | Walau dan SOP
statua gaji beserta tunjangan CPRS Menyesuaikan yang
vang diangkm menjadi PNS berlaku di BKN
106 | Mongarwipkan SK Pengangkatan SK Pengangkatan PRS 1] SK Penganghkatan FNS
CPNS menjadi PNS menit
1
t0c [Menarima SK Penganghkatan CPNS | SK Pengangkatan PFNS 15 5K Pengangkatan PNS
menjadi PNS - menit




-101 -

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FENGANGRATAN CPNS MENJADI PNS

S0P Prngangatan (FNS manjad Pig

PELAKSANA MUTU BARU
Kepala Blro Kepegawalan,
e Herlatan Ketos TLn Laysnan KETERAR
o FIC Kepegaaalan Kepeguwatan/ Qripuojusal, v Tuts Lakasns, p / cPus Badun Hepegreaian Negara Selretaris Utama Kepus Badan Kaslonal Pencarian|  Jum Bagat/ R un Wekta Cutpot ERARGAN
U, Vomm p “"lq enenrian dag . dan Peatalongan Hemangun
e/ Pertolongan

1 fMengumpulkan da}a rmraonnu[ do_mu 1. Nomeontif Pegawai 300 1. Nominatif rencana PIC Kepegawaian {Analia

s:gi_\mg a.k:n duii‘ngku menjadi menil  |Penangkatan CPNS menjadi Kepegawainn/Pranata
lan membuat konaep aurat PNS SOM Aparatur/PNS yang

edaran !ﬂemberilahum kepada X 2. Kensep aurat edaras ditunjuk oleh Pejabat

‘pegawai yang akandiangkat manjadi vang berwenang untuk

PNS [mengelola kepegawaian}
Surat pamberitshuan
ditujuknn kepada
Pimpinan Usit Kerja
Eaelon () tempat PNS

' terwebut ditugaskan

Mangorekai dany memberi pomf ). Nominatil rencana. 30 1. Nominauf rencana

konaep kensep surat edaran ! Perangkatan CPNS menit |Penangkatan CPNS menjadi

pembaritahuan kepada pegawai yang TIDAK] Fmenjadi PNS PNS

aknndiangkat menjadi PNS 2. Konzep surat edaran 2. Konsep surat edaran

[....!A.-..... [ ——
2 Ml.'llgun.:kui dan memben l [ ¥. Nominatil rencans 30 Surat Edaran

pemsetujuan pada kongep surat TIDAK Penangketan CPNS meinit

adaran pemberitahuan kepada monjadi PNS

pegawai yang akandiangkat menjadi 2. Konsep surat adaran

NS

YA
|
3 |Molengkapi berkas persyaratan dan Surat Edaran 300 |1. Surat Usulan Berkas Usulan KP
menyerahkan kepada PIC menit 2. Berkas Usulan |Reguler:

Kepegawaian 1. Surar permétujuns
pengangkatan Calon PNS
lebit dari | {asta) taliun

_ - - - - - - —_— = - —— =] - —_——- - dani menter yang— - -
manyelenggarakan
urusan pemerintahan &l
bidang pendayagunasn
aparatur negora;
[2. Salinan SK CPNS,
3. Salinan Surat Tonda
Tamat Pelatilian
F IPrajabatan; dan
| 4. Hazil 1ea kesahaton.
4 kelengiapan 1 1, Surat Usulan dari 300 |Uaulan F g} CPNS ginp melalul
k CPNS menjadi PNS o unit kerja menit  |menjadi PNS aplikasi SIASN BKN
den memproses penginputan barkas - 2. Berkas Usulan
ke mplikasi BKN :
3 M kan dan mamberik ‘| Usulan Pengangkatan | Caistan P i Pengang| Waktu dan S0P
¥ peda Usulan TIDAK CPNS menjadi PNS CPNS ma jadi PN dengan Menyeauaikan yang
— 7 LGENG menjadi PNS__ meperibithan Parsetujuan berlaku di EKN

Dadan Nasienal Pancarian dan
Partolangan untuk dipreses labih
lanfut

Tekniz
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP PERMOHONAN MUTASI/PINDAH PEGAWAI ATAS PERMINTAAN SENDIRI ANTAR UNIT KERJA

SOP Mutasi Antar Unit

Pelaksanaan Mutu Balcu
No Keriatan ) Pimpinan Unit Kepala Biro X Sckretaris Utama/ . Ket.
& Pegawal P"’;::;n:s:r it Kerja Yang Di o‘:;::?:::f‘:;’n Ket;:;i;:::; x;nan PIC Hepeg <P r:::ni:tll;nnr;?:onn Kelengkapan Waktu Qutput reternngan
Tuju
Tata Laksana Pertolongan
1 |Mengajukan surat permohonan 1. Surat Pertnehonan 15 menit |1. Surat Permohonan
mutasi/pindah pegawai 2. Berkas-berkas: 2. Berkas-berkas: Surat
Surat Pernyalaan Ldak Pernyataan tidak
6@ scdang menjalani sedang menjalani
htukuman distplin, Surat hukuman disiplin,
Pernyataan tidak sedang Surat Pernyataan tidak
menjalani tugas belajar, sedang menjalani tugas
dan surat pernyataan tidak belajar, dan surat
tersangkut hutang putang pernyataan tidak
tersangkut hutang
putarng
2 |Menelaah alRs permohonan L. Surat Permohonan 15 menit |1.Surat permohonan
mutasi/pindah pegawai jika setuju, 2. Berkas-berkas: 2, Berkas persyaratan
maka membuat surat permohonan Surat Pernyatnan tidak 3.Surat Pengantar
mutasi/pindah pegawai, Jika tidak sedang menjalani
setuju maka permohonan{ | 3 hukuman disiplin, Surat
mutasi/pindah pegawai tidak disctujuj | |Tidak setuju Syarat Tidak Sesuai Pcrn.yataa_n tidak scd.ang
menjalani tugas belajar,
dan surat pernyataan tidak
lersangkut hutang putang
| Disetujui
I 1
3 |Mecnerima dan menclaah  pengajuan = 1.Surat permohonan L hari |1l.Surat permohonan
surat  permohonan mutasi/pindah 2. Berkas persyaralan 2. Berkas persyaratan
pegawai  serta mengarahkan  untuk 3.8urat Pengantar 3.8urat Pcngantar -
diproses dan ditindaklanjuti 4. Disposisi
4 |Menerima dan  menclaah  pengajuan 4 L.Surat permohonan 30 menit |1.Surat permohonan

surat  permohonan  mutasi/pindah
pegawai dan mengarahkan untuk di
proses lebih lanjut

2. Berkas persyaralan
3.Surat Pengantar
4. Disposisi

2. Berkas persyaratan
3.Surat Pengantar
4, Disposisi
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S0P Mutasi Antar Unit

Pelaksanaan Mutu Baku
. el Pimoi . Pimpinan Unit Kepala Biro e S Sekretaris ‘Utamla] . Ket
° <gintan Pegawai zr;:q:n:sar“ Kerja Yang Di c:;::f:;?;:; t::pc;:wnl,:: nan PIC Kepeg Kep:::nBc::;:;l:a:nonn Kelengkapan Waktu GCutput eherangan
Tuju ‘Tata Laksona Pertolongan
O 1 O

5 |Menerima serta memeriksa) | i 1.Surat permohonan 15 menit |1.Surat permohonan Dilihat dari
kelengkapan Dberkas dan  verifikasi .], 2. Berkas persyaratan 2. Berkas persyaratan  |kebutuhan dan
surat  permohonan  mutasi/pindah Tidak Syaral Tidak Sesuai 3.8urat Penganmar 3.8urat Pengantar peta jabatan, jika
pegawai, Jika persyarawan sesuai, maka Disetujui 4. Disposisi 4. Konscp Surat terdapat jabatan
menylapkan konscp surat konfirmasi > — Konfirmasi Mutasi yvang kosong
mutasifpindah  pegawal dan  jika Pegawai
persyaratan  tidak  sesuai, maka 5. Honsep Surat
menyiapkan konscp surat balasan tidak Balasan Tidak Disctujui
disctujui Syaratfsesuai

6 |Mencrima konscp surat konfirmasi 1. Surat Konfirmasi Mutasi| 15 menit |1. Surat Pecngantar
mutasi/pindah  pegawai dan jika Pegawai 2. Surat Persctujuan
disctujui membuat surat persetujuan 4 2. Surat Pengantar Mutasi
mutasi/pindah pcgawai, jika tidak 3. Surat Persetujuan 3. Surat Penolakan
disclujui membuat surat penolakan . Mutasi Mutasi
mutasi/pindah pegawai 4. Surat Penolakan Mulasi

Disetujui

7 IMenerima surat persetujuan 1. Surat Pengantar 15 menit |1. Surat Pengantar
mutasi/pindah pegawai serta 2. Surat Persetujuan 2. Surat Persetujuan
mengarahkan—untuk—di—proses—lebih{- - — —_— - - - - —— = =]~ - — - ——- Mutasi -— — Mutasi——
lanjut ; . 3. Disposisi

[}
1

8 |Menerima surat persetujuan J_, 1. Surat Pengantar 153 menit |1, Surat Pengantar
mutasi/pindah pegawai serta 2. Surat Persctujuan 2. Surat Persctujuan
mengarahkan untuk membuat konsep Mutasi Mutasi
SK Mutasi/pindah pegawai 3. Disposisi 3. Disposisi

9 JMembuat konsep Nota Dinas 1. Surat Pengantar 15 menit |1. Konscp Nota Dinas  |SK Mutasi pegawai
penandatanganan  SK - Mutasi/pindah l 2. Surat Persetujuan 2. Konscp SK Mutasi Golonga 11[/b s/d
pegawai  dan Membuat konsep SK . X Mutasi ke bawah tid
Mutasi/pindah pegawai F-Disposisi KepalaBiro————1

Kepegawaian,Orga

nisasi dan Tata
Laksana, Gol [I1/c-
IV/L tid Sestama,
Golongan [V /c
keatas ttd Kepala
Badan Nasional
Penecarian dan
Pertolongan
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SOP Mutasi Antar Unit

Pelaksanaan Mutu Baku
Pimpinan Unit Hepala Biro Sekretaris Utama [
No Kegiatan Pimpinan Unit Kepegawaian, Kctua Tim Layanan Kepala Badan Nasicnal Heterangan
Pegawal Kerja Asal Kclj:;‘:llnng Di Organisasi, dan Kepegawaian PIC Kepeg Pencacian dag Kelengkapan Waktu Output
Ju Tata Luksana Pertolongan
|
10 |Menandatangani konsep SK  Mutasi 1. Konsep Nota Dinas SK Mutasi SK Mutasi pegawai
/pindah pegawai serta mengarahkan 2. Konscp SK Mutasi Golonga IlI/b s/d
untuk mendistribusikan ke bawah ttd
Kepala Biro
— Kepegawaian,Qrga
nisasi dan Tala
Laksana,
|
11 {Mcnandatangani konscp SK Mutasi 1. Konscp Nota Dinas 15 menit |SK Mutasi SK Mutasi pcgawai
/pindah  pepawai serta mengarahlkan Rt 2. Konsep SK Mutasi Gol IIifc-TV /b (1d
untuk mendistribusikan ‘1 Sestama, Golongan
1V/c keatas tud
Kepala Badan
Nasional Pencarian
- dan Pertolongan
12 |Mendistrisbusikan SK Mutasi/fpindah > SK Mulasi 15 menit |1. 8K Mutasi
pegawai dan mendokumentasikannya 2. Tanda Terima
13 |Mencrima SK Mutasi W 1. 8K Mutasi 1. SK Mutasi
(D 2. Tanda Terima 2. Tanda Terima
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STANDAR OPERASIORAL PROSEDUR
USULAN BEASISWA KE LUAR NEGERI

Pelaksanaan Mutu Baku .
Anggota Tim Madajemen
No Keglatan Kepala Biro Kepegawnian, | Ketua TIM Manajcmecn Talenta Kepuala Biro Hukum dan Herja . Reterangan
Unit Kerja Ocgan 1, Tats Loksana dan Pengembangun Karler Telenta dan“::l_zfembnn,gan o d Arsiparis Helengkapan Waktn QOutput
1 Mengirim surat usulan beasiswa ke ‘Surat Usulan pendaftar 15 Surar Usulan pendafiar
Biro Hukum dan Kepegawaian Beasiswa Menit |Beasiswa
-
1
1
1
1
'
2 |Menerima, menganalisa surat usulan 1 Surat Usulan pendaltar 15 1. Surat Usulan pendaftar

L i dan isposisil ke, 1 Beasiswa Menit Beasiswa

Ketua TIM Manajemen Talenia dan: | 2. Disposisi

Pengembangan Karier untuk; !

ditindaklanjuti : :

i
|
' i

3 |[Menerima dan wenganalisa daftar 1 L. Disposisi 30 1= Surat Usulan pendaltar

usulan beasiswa I 2. Surat Usulan pendaftar menit Beasiswa

: Beasiswa 2. Disposisi
]
i
1
i
i
|

4 |Menerima. menganalisa,| I 1. Disposisi 30 1. Surat Usulan pendaftar  ]1. Biro Hukum dan Kerjasama

identifikasi-persyaratan—usulan)—r— — - - _ |2- Surat Usulan pendafiar menit Beasiswa _ |gatam SOP inihanya untwk

L a, menyiapkan konsep surat 1 Beasiswa berkmrldlnamdcngan Negara/

! daftar  beasiswa ke | Instansi dan Lembaga Pengusul
usulan  pendafia z ! . . (SOP tersendiri} dan dengan Biro

NegarafInstansif Lembaga yang] i KOORDINASI E Kepegawaian, Organisasi, dan Tata

k beasi ke Bira e ——— O i T [ G Lakszna.

Hukum dan Kega Sama 1.Bira Kepcgawaian, Organisasi,
dan Tata Lakaana terkait
penawaran dan memprosea
usulan beasiswa dari unit kerja

Menerima, mengoreksi, dan] ‘!# - 1. Surat Usulan pendaftar 0 1. Surat Usulan pendaftar

mendandatangani  surat  usulan| - Beasiswa menit Beasiswa

ndaftar beasiswa
pe ’ TIDAK
(]
e
&
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STANDAR OPERASIONAL FROSEDUR
USULAN BEASISWA HE LUAR NEGERL

Polaksanean Mutu Baku
Anggota Tim Manajemen
No Keglatan Kepala Biro Hepegawaian, | Ketua TIM Manajemen Talenta Hepala Blro Huhum dan Kerja . . Heterangan
N w Out
\ Unit Kecja QOrgantsasi, Tata Laksana dan Pengembanpgan Karler Taleata dm:‘:::femhangnn Sama Arslporis Helenpkapan aktu utput

7 |Memerniksasurat  usulan  pendaltar Surat Usulan pendaftar aa Surat Usulan pendaftar

beasiswa untuk ditindandaklanjuti ke Beasiswa menit Beasiswa

negarajInstansif Lembaga Pengusul
8 |Mencatat, mendokumentasikan dan Surat Usulan pendafiar 10 Surat Usulan pendaftar

Beasiswa menit | Beasiswa

mendistribusikan ke Unit Kerja
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PEFAWARAN BEASISWA KE LUAR NEGERI

SOP Perwaran Beashiwa K Luf Negan

o mendisposisikng ke Analis|
Kepepawalan  AblL Muds k)
nenykiphkos  ileatifk
ety wiupkon mmwl |
ke sciurul uiiit ke

Besisintin
3. Arsdiva Kebututuan
Beusisnn

1. Aslisa Kelituhan
Dcanskiwn
3. Dispesisi

Faliksanaan , Muto Dauu
No Keglatan Negara/ lastasl/ Lembs Kepaln Blro Kepegwalan, Mepala Blre Hukm dea Kerla Katuz TIM Mansjemen Taleata | Anggots Tim Mansjamen Taleota Heteraogan
P el dua Dracen Or::jnllul. Tala Cakszan Sama dan Peogembangan Karler ‘::n Pcilgﬁml:_l:jz-ln [ Arlparts Unlt Kerja Haleaghapan Wakta Output '
U [Mengirinikan st penawaran Sumt Penawaran Beagiwa 15 el Pripwatan Beasiswa
perdidikan peiatihan i Loar Menit
Nepert ke Badan Nusional Pencarian
an Pertolongns
7 [Monerinn, prencuta ¢ encrrzkai] Sunt P Beiswa 13 1. Surut Cemmumn
At o benstswn ke Menl licisisen
Sekrenls Ut 2. Diaposisi
3 Ueasiswa, 1. Dispe ) 1. Surat Fenawaran
menguralisa  kebutalion beasiswn) 2. Surat fetawamn menit Beasiswa
ogi  pegowal Gadan  Msional Beasiswa 2. Disparsisi
Pencorian  dan Pertakuyns  dan|
ek xmisiknn ke Bire|
Kepogromian,  Ongaisusl,  Tura|
Laksana dun Biro liukan dan Kerja
ot unuk skt
@ | 30 1. St Penawnran L, Bire Hukuat din Ketjn
kelmenlpu  beasiswn Tugl  pogusin 2. Suni Fewanm menlt Darsubwn duluns SOP inl funys untuk
Undan Nosloawd  Conearian  dan IR 2 fawli Ketitlhan ecionondinemi desgns Neguing
l'ericlsngn, ik dlieriimog Rensiswn (rvnceari clun Lenlagn
nictulinponisikione ke Ke Thn unbuky KOORDINAS 3. Lot Pongeul (SOP recsendin) don
it Juti  werta i denigan Biro Kepegmwaian,
denigin Kepala Bicw Tikons dan Kerjol - - — ! Organisasi, dous Tato Laksana.
Sama lerkait P cimetul jlka) ) ! 1.Biro Kepegawaian,
tilak  perawaran  telak  didadak fTidak ! woorbmas) Organisust, dan Laksup
toyjanti . Lericait percamn dan
' memproses usulan easisw
i o — —  Jdari unit keda - -
= = '
i, AN orkenligs dearga
dfLemibuga  Pengunil
terknt benalswn weliputd wpn saja
sera debgnn Bim K i
Qg s
nindnde
B ol kebutulan] 1. Disposisi ET] 1. Surat Penawaimn
pogiwal  Dadun, 2. Suran Penawaran menit essiionnn
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STANPAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENAWARAN HEASISWA KE LUAR KEGERI

SOP Penawaran Beaiswa K8 Luse Mager

Pelaksannan Mutu Baku
Ho Heglatan Meguin/ Iostasl/ Lembagn Mepala Blre Hepegawaian, Kapals Dlro Hukon dea Kerja Ketua TIM Maatjemen Taleots | Angpota Tim Masafemon Taleats ' Keterangao
v i oy
Penguanl dan Utsme Orgaalsasi, Thts Laksana Sema dan Pengembasgan Karler dan Peogombangan Karier Artlparls Uit Kerja Keleaghapan akty Cutput

6 [Metakukan Kebutal i 1. Disposisi 00 L Hasil Wlentifknsi Anggola Tiw Leelird dfa Analis

hensiswa dengan stuular kepetensi 2, Surat Menavugm kehiimilinn pencicdiknn kepegnwaian AbI Mudn dry

schiri®  peguwnl Yt Masias) 1 Neaslawa i Venvelia yang wembigh pemn

pencming dan periolemgin seen) 3. Annllsn Kebasutuan 2, Koimep Surst Pesawatan | seawad dergna barir il

menylapknn sl pegawamEn kel ey Beasiswn Beiniswn. hkegitan toekadt boslswn

nclurah nait kerjo [[TAZETOT

Bodaty  anslonul  Benenslin dany

Perolonpas I

7

7 dan 1. Hasil klentifikasi 30 Surt Fenawarn Bedsiswa

sural penawsnut kelrsislian posdidikait menit ke Einit Kerja

TUMK pegawal
2. Konsep Surat Penawarzn
Bea:
YA

2 |Mencatat, wendokiu i Meerima Surst 10 Surat Penawaan Beosmswn

merdisiril " ,l, PeR I 2uawarn Demsl wmeakt ke Uni Keijn
u [Metieritan Surmt Pemwnaun easimws Suzal Penawaron tknsiswa ) Surnt Sawalsn Feruwaran

erju renit Bensiswa Unit Kivju
Biro | lukue dan
Kepegawalat
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KENAIKAN GAJI BERKALA

SOP Kenaikan Gaji Berkata

PELAKEANA MUTU BAKU -
. N Kepala Biro Kepegawaian, S
. ‘ Ketua Tim Layanan LT ” S . ; : 3 :
Ko Regiatan | FIC Kepegawaian PNS Yang Bersanglutan ‘Repegawaian/ . Organisasi, dan Tata Laksana/ Jury Bayarf Kelengkapan, | Walti Output; KETERANGAN
> Kasubbag/Urasan Umum ¢ Keépala Eantor Pep.ca.nan dan Keuangan : . . ol AN
: Pertolongan. : . .
1 |Menyusun daftar rencana KGB serta 1. Daftar nominatif 300 1. Nominatif rencana KGB PIC Kepegawaian {Analis
menginformasikan melalui Surat 2. Data PNS dan KP menit |2. Surat Pemberitahnan Kepegawaian/Pranata
Pemberitahuan kepada PNS yang Terakhir SDM Aparatur/PNS yang
bersangkutan untuk melengkapi 3. Daftar Mutasi ditunjuk oleh Pejabat
persyaratan Pegawai yang berwenang untuk
mengelola kepegawaian)
Surat pemberitahuan
ditujukan kepada
Pimpinan Unit Kerja
Eselon II tempat PNS
tersebut ditugaskan
2 |Melengkapi berkas persyaratan dan J’ 1. Nominatif Rencana 1500 |Kelengkapan kekurangan Dokumen
menyerahkan kepada PIC KGB menit [dokumen 1. Surat Usulan KGB,
Kepegawaian 2. Surat 2. Dakumen SK KP, dan
Pemberitahuan KGB terakhir
|
3 " |Menynsurmrdralr SK'KGBdan B ”’T - - - 1. Berkas Usulan 300 |SKKGB -
selanjutnya diserahkan kepada Ketua hA 2. Peraturan terbaru menit
Tim Yanpeg untuk dikoreksi ] terkait Gaji Pokok PNS
4 |Mengoreksi dan memberi paraf Draft SK KGB 300 Dralt SK KGB
persetujuan usulan KGB dan menit
menyampaikan usulan KGB tersebut
kepada Kepala Biro Kepegawaian,
Crganisasi dan Tata Laksana/Kepala
Kantor SAR
TIDAK
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KENAIKAN GAJI BERKALA

PELAKSANA MUTU BAKU
. HKepala Biro Kepegawalaxn,
- Ketua Tim Layanan P
K ta - E KETERANGAN
ceiatan PIC Kepegawninn PNS Yang Bersangkuton Kepegawaian/ Organisast, dan Tata L':aksanaf Juru Bayar/ Kelengkapan Waktu Qutput
L — Kepala kantor Pencarian dan Keuangan
Kasubbag/Urusan Umum y . -
R Pertolongan
Mengoreksi dan menyetujui usulan { Draft SK KGB 300 |SK KGB
KGB dan memerintahkan untuk Ya l TIDAK menit
diproses lchih lanjut
| va
Menycrahkan usulan KGB ke Juru /| SK KGB 15 SK KGB
Bayar untuk diproses lebih lanjui menit
serta mendokumentasikan dan
mendistribusikan SK KGDB ke yang
bersangkutan
Juru bayar memproses lebih lanjut 5K KGB catalan |SK KGB Menyesuaikan SOP yang
4 berlaku di unit kerja Biro
Perencanaan dan
Keuangan

Mendokumentasikan SK KGB SK KGB 15 SK KGB

& menit

( \ ’
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

S0P Penataan Org. Basarnas

tentang Organisasi dan Tata Kerja,
memberi paral konsep surat
Kabadan, menandatangi neta dinas
Kare untuk Sestama, memberi paraf
konsep Nota Dinas Sestama ke
Kabadan

TIDAK

2. Konsep Ranperlran
Qrganisasi dan Tata Kerja
3. Konsep surat Kabadan ke
Menteri PANRB terkait

|penataan organisasi

4. Konsep Nota Dinas
Kabadan
5. Konsep Nata Dinas
Sestama

PELAKSANA § MUTU BAHU: i _
wo| Kegiatan - . | ¥epala Biro Kepegawaian, | i : ; FE * Kepala Badan Nasional L Cos ‘ : . ! KETERANGAN
s Unit Kerja Orgenisasi, dan Tata : Kelomqu____l_{‘g;:_]a I:?P“E“ Se!n-eta.rils Ut_.afn_a ! _P;I.r;!- Pencarian:dan ¢ Hemenpan RB Kelengkapan- . Waktu, QOutput - R e -
! Qrganisasi Pejabat Pimpinan Tinggi B R, - B L : A B
: Laksana = T e ; Pertolongan N | : “

I |Mengusulkan penataan 1. Surat usulan 15 1. Surat usulan Penataan Organisasi
kelembagaan di lingkungan Unit 2. Naskah kajian penataan | menit |2. Naskah kajian penataan mencakupi
Kerja organisasi organisasi pembentukan Pos

3. Matrik perhitun 3. Matrik perhitun Pencarian dan
gan . - gan
kriteria klasifikasi kriteria klasifikasi Pertolongan,
- - pembentukan Kantor

2 [Menerima surat dan mcnga:.:ahsa 1. Sural usulan L. Surat usulan Penearian dan
usulan, meneruskan ke Pokja TIDAK 2. Naskah kajian penataan 2. Naskah kajian penataan|  Ppertolongan Kelas B
Penataan f)rgangam.umu.k dapat 3| organisasi organisasi serta peningkatan
dianalisasi dan diverifikasi H 3. _Ma_tnk pefhnul:xgan 3. Ma.Lrik perhntm:ugsn Kantor Pencarian dan

kriteria Klasilikasi kriteria klasifikasi Pertolongan Kelas B
4. Disposisi menjadi Kanter

3 |Mengidentifikasi dan menganalisa A 1. Surat usulan 1500 |1. Konsep penataan Pencarian dan
kelengkapan data dukung dan 2. Naskah kajian penataan| menit |organisasi Fertolongan Kelas A
pemenuhan kriteria persyaratan organisasi 2. Undangan rapat
sesuar ketentuan peraturan 3, Matrilk perhitungan pembahasan

|perundang-undangan yang berlalku 1 kriteria klasifikasi

4 [Melaksanakan pembahasan internal 1. Konsep penataan 30 L. Naskah urgensi penataan
dengan unit kerja terkait dan para organisasi menit |organisasi
pimpinan tinggi, menyusun Naskah 2. Undangan rapat 2. Konsep Ranperban
Urgensi penataan organisasi dan data ; pembahasan Organisasi dan Tata Kerja
dukung lainnya sesuai ketentuan IE 3. Konsep surat Kabadan ke
yang berlaku, menyusun koensep |E‘ |Menteri PANRB terkait

____|rancangan peraturan Kepala Badan | — penataan organisasi
tentang Organisasi dan Tata Kerja YA B B 4. Konsep Nota Dinas =~ — -
Kabadan
5. Konsep Nota Dinas

5 [Meneriksa dan menyetujii konsep 1. Naskah urgensi penataan 300 1. Naskah urgensi penataan

Naskah Urgensi dan Ranperban organisasi menit  |organisasi

2, Konsep Ranperban
Organisasi dan Tata Kerja

3. Konsep surat Kabadan ke
Menteri PANRB terkait
penataan organisasi

4. Konsep Nota Dinas
Kabadan yang sudah diparal
5. Kensep Nota Dinas
Sestama yang sudah ditanda
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENATAAN ORGANISASI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

SOP Penataan Qrg. Basarnas

PELAKSANA

~ MUTU BAKU

Kepala Biro Kepegawhian,

No Hegiatan Unit Keri isasi. dam T Kelompok Kerja Penataan Sekretaris Utama / Para Kepg;“ Bad;m Hasional RE Helengla Waldtu Out; KETERANGAN
. £ rja Organisesi, dan Tata Organisasi Pejabat Pimpinan Tinggi | encarian dan Hemeopan elenglrapan akty Qutput
Laksann : o - : Pertolongan
N _ N ey
6 |Meneriksa dan menyetujui konsep 1 1. Naskah urgensi penataan 300 1. Naskah urgensi penataan
Naskah Urgensi dan Ranperban organisasi menit Jorganisasi
tentang Organisasi dan Tatla Kerja TIDAK 2. Kensep Ranperban 2. Konsep Ranperban
! h TIDAK Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja
N s 3. Kensep surat Kabadan ke 3. Konsep surat Kabadan ke
\ / Meriteri PANRB terkait Menteri PANRB terkait
penataan organisasi penataan organisasi
4. Kensep Nota Dinas 4. Konsep Nota Dinas
Kabadan yang sudah diparal |Kabadan yang sudah
5. Konsep Nota Dinas ditanda tangani
Sestama yang sudah ditanda
tangani
7 |Menyetnjui konsep Naskah Urgensi, 1. Naskah urgensi penataan 300 1. Naskah urgensi penataan
Ranperban tentang Organisasi dan organisasi menit |organisasi
Tata Kerja, dan surat usulan 2. Konsep Ranperban 2. Konscp Ranperban
penataan kelembagaan ke Menteri YA Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja
PANRB 3. Konscp surat Kabadan ke 3. Surat Kabadan ke Menteri
Menteri PANRB terkait [PANRB terkait penataan
penalasn organisasi organisasi
4. Konsep Nota Dinas
Kabadan yang sudah ditanda
—8~ |MelzksamakanPembahasandengan E L. Naskah urgensi penataan 300 1. Konsep Ranperban
Pokja Penataan Organisasi Basarnas — orpanisast menit |Organisasi dan Tata Kerja
dan unit Kerja terkait, . 2. Konsep Ranperban
mengidentifikasi, menganalisasi dan e Organisasi dan Tata Kerja
memverifikasi Ranperban Qrganisasi 3. Surat Kabadan ke Menteri
dan Tata Kera PANRB 1e:.'kail penalaan
T organisasi
9 |Memberikan paraf persetujuan terkait — 1. Konsep Ranpcrban 300 1. Konsep Ranperban
Ranperban Organisasi dan Tata Kerja i Organisasi dan Tata Kerja menit |Organisasi dan Tata Kerja
RO vang sudah diparaf
10 |Memberikan surat persetujuan / 3 1. Konsep Ranperban 60 1. Surat Menteri PANRB
penclakan penataan organisasi H Organisasi dan Tata Kerja menit |persetujuan f penalakan
. yang sudah diparaf penataan organisasi
i
!
i1 [Menerima surat persetujuan / T 1 SardarMenteri-PANRE [— 60— ]t~ Surat Menteri- PANRE
|penolakan penataan organisasi. Jika persetujuan f penolakan menit  |persetjuan / penolekan

ditelak, diteruskan ke Arsiparis
untuk diarsipkan. Jika disetujui,
diteruskan Ke Kementerian Hukum
dan HAM untuk proses harmonisasi
Ranperban Organisasi dan Tata Kerja

penataan organisasi

penataan arganisasi
2. Disposisi

Lanjjut ke SOP
Harmeonisasi
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENAWARAN BEASISWA KE LUAR NEGERI

PELAKSANA MUTU BAKU
N '+ Kegiatan Hetua Tim L ‘Hepala Biro H i . KETERANGAN
° o8l PNS Yang Bersangkutan PIC Kepegawaian © I::p;::w:i{:nnm Org:i?s‘:si:r:ann';:ia::l::;m Badan Kepegawaian Negara Kelengkapan Walktu Cutput
1
Mengirim berkas permohonan usulan L. Surat Permchenan Surat permehenan usulan
pencantuman gelar akademik ke 2. Berkas persyaratan 1 jam pencantuman gelar
Kepegawaian Pusat akademik
]
2 |Mencrima dan mengecek kesesuaian l
berkas usulan dengan persy‘aratan = Surat permohonan usalan Surat permohonan usulan
yans berlaky, untuk selanjum‘y a pencantuman gelar 1 jam pencantuman gelar
diajukan ke Kepala Biro akademik akademik
Kepegawaian, Organisasi, dan Tata |
Laksana untuk dimintakan disposisi |
* J
Memeriksa berkas usulan dan Surat permohonan usulan 1. Disposisi
membuat disposisi untuk diteruskan pencantuman gelar 10 menit 2. Surat permohonan
kepada Ketua Tim Layanan \ akademik usulan pencantuman gelar
Kepegawaian akademik
1. Disposisi 1. Disposisi
Membuat disposisi ke PIC s . 2. Surat permohonan usulan 10 menit 2. Surat permohonan
Kepegawaian Lt pencantuman gelar usulan pencantuman gelar
i» akademik akademik o o
B Surat permohonan usulan
Membuat surat usulan pencantuman € Berkas persyaratan 1 har pencantuman gelar
|gelar ke BKN alcademik
4
Memeriksa draft surat usulan
pencantuman gelar dan memberi Surat permchenan wsiilan Surat permohonan usuian
paraf untuk selanjutnya disampaikan pencantuman gelar L0 menit pencantuman gelar
kepada Kepala Biro Kepegawaian, akademik akademik
Organisasi, dan Tata Laksana
Mengoreksi dan menandatangani
surat usulan tersebut serta Surat permohenan usulan ) Surat permohonan usulan
memerintahkan Kepada PIC [ on pencaniuman gelar 10 menit pencantuman gelar
Kepegawaian untuk diproses lebih * akademik akademik

lanjut
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENAWARAN BEASISWA KE LUAR KEGERI

PELAKSANA MUTU BAKU
No Hegiatan . Hetua Tim Layanan Kepala Biro Kepegawainn, . KETERANGAN
PNS Yang Bersangkutan PIC Kepegawaian Kepegawaian Organisasi, dan Tata Laksana Badan Ke;:e,gawman Negara Helenghapan Walitu Qutput

Mengoreksi dan menandatangani
surat usulan iersebut serta Surat permohonan usulan Surat permohonan usulan
memerintahkan kepada PIC pencantuman gelar 10 menit pencantuman gelar
Kepegawaian untuk diproses lebih akademik akademilk
lanjut
Menginput usulan tuma ‘ 1. SK Pencantuman Gelar L. 8K Pencantuman Gelar

elarglk:SlASN PenCARtman N Akademik 1 hari Akademik
& [ i3 2. Berkas Persyaratan 2. Berkas Persyaratan

. e S— i E. C —

Memverifikasi usulan dan jika
<disetujui menerbitkan persetujuan Usulan di SIASN 1 hari Persetujuan Teknis
teknis
Membuat konscp Surat Keputusan
Pencantuman Gelar Akademik untuk B
kemudian disampaikan kepada Persetujuan Teknis 1 hasi SK Pencantuman Gelar

Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi,
dan Tata Laksana untuk
lditandaangani

Akademik
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STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR
PENAWARAN BEASISWA KE LUAR NEGERI

Kegiatan

PELAKSANA

MUTU BAKU

PNS Yang Bersanghkutan

PIC Hepegawaian

Ketua Tim Layanan
Hepegawsaian

Kepala Biro Kepegawaian,
Organisasi, dan Tata Laksana

Badan Kepegawaian Negara

Helengkapan

Walttn

Output

KETERANGAN

Memeriksa <an menyerufui konsep
Surat Keputusan Pencantuman Gelar
Akademik untuk sclanjutnya
memerintahkan PIC Kepegawaian
mendistribusikan SK PG tersebut

SK Pencantuman Gelar
Akademik

$K Pencantuman Gelar
Akademik

Memeriksa dan memberi paral
konsep Surat Keputusan
Pencantuman Gelar Akademik untuk
selanjutnya disampaikan kepada
Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi,
dan Tata Laksana

SK Pencantuman Gelar
Akademik

1 hari

SK Pencantuman Gelar
Akademik

Memeriksadamrmenyetujui-konsep
Surat Keputusan Pencantuman Gelar
Akademik untuk selanjuwnya
memerintahkan PIC Kepegawaian
mendistribusikan SK PG tersebut

SK Pencantuman Gelar
Akademik

SK Pencantuman Gelar
Akademik

Mendistribusikan, Mepgupdate data
riwayat pendidikan dan gelar PNS
yang bersangkutan di SIMPEG serta
mendokumentasikian SK
Pencantuman Gelar Akademik terseb
Surat Keputusan Pencantuman Gelar
Akademik kepada PNS yang
bersangkutan

SK Pencantuman Gelar
Akademilk

1 jam

SK Pencantuman Gelar
Akademik
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN USUSLAN PEMBUATAN KARPEG, KARIS, DAN KARSU

PELAKSANA

MUTU BAKU

Kegiatan

PNS Yang
Bersangkutan

Kepala Bire
Kepegawaian,
Organisasi, dan Tata
Laksana

Tim Layanan
Kepegawaian

Badan Kepégawajan
Negara

B

Kelengkapan -

© Waktu

N Ol.itpu_t

Dokumen :

Pemohon mengajukan surat permohonan
pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg)/ Kartu Istri
(Karis)/ Kartu Suami {Karsu) Kepada Biro
Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

1. Surat Permohonan; dan
2. Dokumen persyaratan
Karpeg/ Karis/ Karsu

15
menit

Dokumen usulan
pembuatan Karpeg/
Karis/ Karsu

berstatus PNS
Fotokopi Surat Nikah
dilegalisir

Faotokopi Laporan
perkawinan

Pas Photo suami/Istri 3 X 4
hitam putih 3 lmb

Surat pengantar dari
Pimpinan SKPD

Fotokopi SK CPNS

Fotokopi SK PNS

Fotakopi STTPL Prajabatan
Pas Photo hitam putih 3 X 4
(berpakaian Dinas)

Surat pengantar dari
Pimpinan unit kerja yang
[Gersanigktitan

Menerima dan mendisposisikan surat
permohonan kepada Tim Pokja Layanan
Kepegawaian untuk.ditindaklanjuti

Dokumen usulan
pembuatan Karpeg/ Karis/
Karsu

i5
menit

1. Dokumen usulan
pembuatan Karpeg/
Karis/ Karsu; dan
2. Disposisi.

»

o

:
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN USUSLAN PEMBUATAN KARPEG, KARIS, DAN KARSU

SOP KARPEG KARIS KARSU

menit

PELAKSANA MUTU BAKU )
No Kegiatan Kepala Biro _ o - KETERANGAN
PNS Yang Kepegawaian, Tim Layanan Badan Kepegawaian’ I i . : :
Bersangkutan Organisasi, dan Tata Kepegawaian Negara Kelenghapan Waktu OQutput
Laksana

3 |Menerima, memeriksa kelengkapan, dan 1. Dokumen usulan 15 1. Dokumen usulan

Imenindaklanjuti permohonan pembuatan _ pembuatan Karpeg/ Karis/ menit {pembuatan Karpeg/

Karpeg/ Karis/ Karsu, serta membuat konsep Karsu; dan Karis/ Karsu; dan

surat usulan kepada BKN. 2, Disposisi. 2. Konsep Surat Usulan

kepada BKN.

4 [Memeriksa dan menyetujui usulan pembuatan 1. Dokumen usulan 30 1. Dokumen usulan

Karpeg/ Karis/ Karsu. Jika disetujui maka pembuatan Karpeg/ Karis/ menit |pembuatan Karpeg/

usulan akan diteruskan kepada Badan Karsu; dan Karis/ Karsu; dan

Kepegawaian Negara. Jika tidak maka akan 2. Konsep Surat Usulan 2. Surat Usulan kepada

dikembalikan kepada Tim Layanan Kepegawaian| kepada BKN. BKN yang telah

untuk diperbaiki. ) B - %Y ~—— - - - ditandatangani—— ——{-- R -
5 IMenerima dan memproses usulan pembuatan i 1 1. Dokumen usulan catatan [Karpeg/ Karis/ Karsu |SOP dan waktu mengikuti

Karpeg/ Karis/ Karsu kepada Badan Nasional b4 pembuatan Karpeg/ Karis/ vang berlaku di BKN

Pencarian dan Pertolongan Karsu; dan

o 2. Surat Usulan kepada
BKN yang telah
ditandatangani.

6 {Menerima dan mendokumentasikan Karpeg/ ¥ Karpeg/ Karis/ Karsu 10 Karpeg/ Karis/ Karsu

Karis/ Karsu serta menyerahkan kepada i menit

pemohon.
7 |Pemohon menerima Karpeg/ Karis/ Karsu. | Karpeg/ Karis/ Karsu 10 Karpeg/ Karis/ Karsu
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

$0P Usulan Tugas Selajar

Peleksanaan Mutu Baku
No Kegiatan Kepala Biro Kepegawaian, Ketuo TIM Layanan . - . . Heterangan
PHS yang Bersanghkutan Qrganisasi, Tata a Hepegawnian PIC Kepecgawaion Arsiparia Unit Kerja HKelengkapan Waldu Qutput
1 |Mengirim surat secara resmi usulan Surar Usulan Izin TBM 15 Surat Usulan [zin TBM [TBM = Tugas Belajar Mandiri
Izin Tugas Belajar pegawai' d ke Biro Berkas persyaraian Menit Berkas persyaraian Surat berisikan data pegawai,
Repcgawaian, Organisasi, Tata " rencana studi
Laksana Berkas:
i, SIK CPNS,
2. SK PNS,
3. SK KP terakhir
2 |Menerima, menganalisa surat usulan Surat Usulan lzin TBM 15 1. Surat Usulan [zin TBM
izin ugas belajar dan _* Berkas persyaratan Menit 2. Berkas Persyaratan
mendisposisikan ke Ketua TIM . 3. Disposisi
Layanan Kepegawaian untuk; .
ditindaklanjuti Lo oo
3 |Menerima dan menganalisa Surat 1. Surat Usulan Izin TBM a0 L. Surat Usulan [zin TBM
usulan izin tugas belajar 2. Berkas Persyaratan menit 2. Berkas Persyaratan
= 3. Disposisi 3. Disposisi
_ TIDAK
-
4 |Menerima, berkoordinasi mengnpul 1. Surat Usulan Izin TBM 300 L. Surat Usulan Jzin TBM  |alasan ditolak
berkas~dan—membuar-Kensep~Surat 2. Berkas Persyaratan menit -12.-Komsep Surat balasan -1 1-Tidak memenuhi
jawaban terkait PNS yang 3. Disposisi persyaratan
bersangkutan boleh mengikuti proses 2. Rencana studi tidak sesuai
|seleksi masuk universitas dengan jabalan

TIDAK

YA

akan dikeluarkan surat resmi
dari Biro Kepegawaian,
Organisasi, dan Tata Laksana
berisikan usulan ditolak

jika disetujui, Biro
Kepegawaian, Organisasi, dan
Tata Laksana mengeluarkan
surat resmi agar PNS yg
bersanglkutan melanjutkan
proses seleksi masuk
Universitas

[Jlka lulus seleksi melaporkan
kepada-Blro-Kepo-untuk:
diterbitkan surat TBBM




Page 2

-127 -

STANDAR OFERASIONAL FROSEDUR
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

SOP UsLlam Tugas Belajer

Mandiri

Pelaksannnn Mutu Baku
No Kegiatan Hepala Biro Kepegawaolan, Ketua TIM Layanan . . . . HKeterangan
PNS yeng Bersanghkutan Organisusi, Tata Laksane Kepegowaian PIC Kepegawninn Arsiparis Unit Kerja Helengkapan Waktu Output
5 [Mencrima, mengoreksi, dan L. Surat Usulan lzin TBM 30 1, Surat Usulan [zin TBM
fmemberikan paraf pada Konsep Surat 2. Konsep Surat Balasan menit 2. Konsep Surat Balasan
jawaban terkait PNS yang] TIDA 3. Konsep Surat THBM 3. Konsep Surat TBBM
bersangkutan boleh mengikuti proses
seleksi masuk universitas
YA
7 |Memeriksa, dan menandatangani 1. Surat Usulan Izin TBM 30 1. Sura1 Balasan mengikuti [Tahap Pertama Surat Balasan
Konsep Sural jawaban teckait PNS 2. Konsep Surat Dalasan menit seleksi masuk universitas  fjika lulus selcksi Surat TBDM
yang bersangkutan boleh mengikuri T{DAK 3. Konscp Surat TBDM 2. Sura1 TBBM nkan diterbitkan
Jproses seleksi masuk universitas
YA N
|
8 [Menerima surmt  dan  mengikuti l Surat Balasanmen gikuti 10 informasi
—seleksi——masuk—universitas—dan} = seleksi masuk universitas menit
fmelaporkan [ulus arau  tidaknya ! -
jproses seleksi kepadn Birg|
Kepegawaian, Qrganisasi dan Tata
|Laksana
1
9 |Menerima informasi lulus tidaknya) l infermasi 30 Surat TBBM jilkn lulus maka Biro Kepo akan|
PNS yang bersangkutan, - 4 menit menerbitkan Surat TBOM
jika tidak Surat TBBM tidak
diterbitkan dan proses tidak
dilanjutkan
10 |Mernerima Surat Tugas Belajar Biaya Surat TBM Surat TBM
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KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Nomor SOP

03 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

Februari 2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

12 Februari 2024

Disahkan Oleh

KELAS A SEMARANG

JI. Bukit Barisan A-IV No. 9
Perum Permata Puri, Ngaliyan
Semarang — Jawa Tengah

KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN SEMARANG

BUDIONO, S.E., M.M.

NIP. 197109271990031001

SOP STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENEMPATAN TUGAS
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan
Pertolongan.

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 13
Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas
Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
Nomor: SK.KKS-027/0T.07/I/ISARSMG-2024 Tentang Standar
Pelayanan Publik Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
Tahun 2024

Memiliki kemampuan Komunikasi
yang baik, menguasai komputer dan
mengetahui alur birokrasi
administrasi.

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Meja, kursi, Komputer/laptop, printer,
dan ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat masyarakat yang
akan melakukan praktek kerja lapangan di Kantor pencarian dan
pertolongan Semarang.

Laporan/bahan berita dan data
pelayanan pencarian dan
pertolongan
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FLOWCHART
SOP STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENEMPATAN TUGAS
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

[ MULAI ]
}

Pemohon mengisi data/atau menyampaikan permohonan penempatan

Praktek Kerja Lapangan yang diinginkan

!

Petugas pelayanan menerima dan melakukan pencatatan

terhadap permohonan

!

Petugas pelayanan melakukan identifikasi, analisis, klasifikasi

permohonan dan mendisposisikan permohonan ke unit terkait

}

Unit terkait menerima permohonan penempatan tugas praktek kerja

lapangan dan memproses permohonan

}

Unit terkait menyampaikan laporan permohonan penempatan tugas
praktek kerja lapangan kepada Kepala Kantor Pencarian dan

Pertolongan Semarang

!

Unit terkait menindaklanjuti permohonan penempatan tugas praktek

sesuai arahan pimpinan dan ketersediaan bagian yang dikehendaki

}

Pemohon menerima balasan yang diinginkan/penolakan permohonan

penempatan tugas praktek kerja lapangan

}

[ SELESAI ]
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FLOWCHART STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENEMPATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

1 |Pemohon mengisi data/atau menyampaikan Disposisi 5 Menit |Disposisi
permohonan praktek kerja lapangan yang -
diinginkan

2 |Petugas pelayanan menerima dan melakukan v Disposisi 5 Menit |Disposisi
pencatatan terhadap permohonan —

3 |Petugas pelayanan melakukan identifikasi, Disposisi 1 Hari Disposisi
analisis, klasifikasi permohonan dan mendisposisi Penugasan
permohonan ke unit terkait personil

4 |Unit terkait menerima permohonan penempatan v Disposisi 10 Menit |Disposisi
tugas praktek kerja lapangan dan memproses
permohonan

5 |Unit terkait menyampaikan laporan permohonan Disposisi 10 Menit |Disposisi
penempatan tugas praktek kerja lapangan kepada
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
Semarang

6 |Unit Terkait menindaklanjuti permohonan Disposisi 1-5Hari |Laporan
penempatan tugas praktek sesuai arahan permohonan
pimpinan dan ketersediaan bagian yang informasi publik
dikehendaki

7 |Pemohon menerima balasan yang il Disposisi 1-5 Hari | Disposisi
diinginkan/penolakan permohonan penempatan -
tugas praktek kerja lapangan
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KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Nomor SOP 04 Tahun

2024

Tanggal Pembuatan

Februari 2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

12 Februari 2024

Disahkan Oleh

KELAS A SEMARANG

JI. Bukit Barisan A-IV No. 9
Perum Permata Puri, Ngaliyan
Semarang — Jawa Tengah

KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN

PERTOLONGAN SEMARANG

BUDIONO, S.E., M.M.
NIP. 197109271990031001

SOP STANDAR PELAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan
Pertolongan.

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 13
Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas
Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
Nomor: SK.KKS-027/0T.07/I/ISARSMG-2024 Tentang Standar
Pelayanan Publik Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
Tahun 2024

Memiliki kemampuan dan
pengetahuan dalam penyusunan
berita pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan dan
kegiatan lainnya di media.

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Meja, kursi, Komputer/laptop, printer,
kamera, dan ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan
kegiatan kantor pencarian dan pertolongan Semarang.

Laporan/bahan berita dan data
pelayanan pencarian dan
pertolongan
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FLOWCHART
SOP STANDAR PELAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

[ MULAI ]

|

Pelapor datang langsung atau menghubungi Kantor Pencarian dan
Pertolongan Semarang melalui:
1. Emergency call: 115
2. Telepon: 024-7629192
3. WA: 0856-1100-115

\4

Pelapor melaporkan kejadian kecelakaan, bencana dan/atau kondisi
membahayakan manusia yang diketahui

!

Pelapor menerima dan mencatat laporan kejadian kecelakaan,
bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia

!

Petugas memverifikasi dan melaksanakan pencarian informasi lebih
lanjut tentang terjadinya kejadian kecelakaan, bencana dan/atau
kondisi membahayakan manusia

\ 4

Petugas Pencarian dan Pertolongan bergerak menuju lokasi kejadian

untuk melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan

!

Petugas Humas Menyusun konsep laporan hasil operasi Pencarian dan

Pertolongan

!

Petugas Humas melakukan penyampaian laporan hasil operasi

Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat

}

[ SELESAI ]
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FLOWCHART STANDAR PELAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

1 |Pelapor datang langsung atau menghubungi Disposisi 10 Menit |Disposisi
Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
melalui:
1) Emergency Call: 115
2) Telepon: 024-7629192
3) WA: 0856-1100-115
2 |Pelapor melaporkan kejadian kecelakaan, Disposisi 5 Menit |Penugasan
bencana dan/atau kondisi membahayakan personil,
manusia yang diketahui bahan
pemberitaan
3 |Petugas menerima dan mencatat laporan v Disposisi 5 Menit |Penugasan
kejadian kecelakaan, bencana dan/atau kondisi personil,
membahayakan manusia bahan
pemberitaan
4 |Petugas memverifikasi dan melaksanakan Disposisi 10 Menit |Penugasan
pencarian informasi lebih lanjut tentang terjadinya personil
kejadian kecelakaan, bencana dan/atau kondisi
membahayakan manusia
5 |Petugas Pencarian dan Pertolongan bergerak Disposisi 30 Menit |Penugasan
menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan personil
Operasi Pencarian dan Pertolongan
6 |Petugas Humas Menyusun konsep laporan hasil 2 Disposisi 10 Menit [Laporan
operasi Pencarian dan Pertolongan konsep
pemberitaan
7 |Petugas Humas melakukan penyampaian laporan Disposisi 10 Menit |Penugasan
hasil operasi Pencarian dan Pertolongan kepada personil
masyarakat
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KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Nomor SOP

05 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

Februari 2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

12 Februari 2024

Disahkan Oleh

KELAS A SEMARANG

JI. Bukit Barisan A-IV No. 9
Perum Permata Puri, Ngaliyan
Semarang — Jawa Tengah

KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN SEMARANG

BUDIONO, S.E., M.M.

NIP. 197109271990031001

SOP STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan
Pertolongan.

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 13
Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas
Kantor Pencarian dan Pertolongan.

. Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang

Nomor: SK.KKS-027/0T.07/I/ISARSMG-2024 Tentang Standar
Pelayanan Publik Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
Tahun 2024

Memiliki kemampuan dalam
berkomunikasi yang baik, menguasai
teknologi informasi, mampu
mengoperasikan  komputer  dan
aplikasi didalamnya, berwawasan
luas.

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Meja, kursi, Komputer/laptop, printer,
dan ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat masyarakat

memperoleh

informasi yang dibutuhkan terkait pencarian dan

pertolongan.

Laporan/bahan berita dan data
pelayanan pencarian dan
pertolongan
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FLOWCHART
SOP STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

[ MULAI ]

v

Pemohon mengisi data/atau menyampaikan permohonan informasi

yang diinginkan

!

Petugas pelayanan terpadu menerima dan melakukan

pencatatan terhadap permohonan informasi publik

!

Petugas pelayanan terpadu melakukan identifikasi, analisis, klasifikasi

permohonan dan mendisposisikan permohonan

!

Unit terkait menerima permohonan informasi public dan memproses

permohonan

!

Unit terkait menyampaikan laporan permohonan informasi kepada

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang

!

Unit terkait menindaklanjuti permohonan informasi publik

!

Unit terkait menyerahkan hasil tindak lanjut ke petugas pelayanan

terpadu satu pintu

!

Pemohon menerima informasi yang diinginkan/penolakan permohonan

informasi public.

|

[ SELESAI ]
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FLOWCHART STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pemohon mengisi data/atau menyampaikan Disposisi 5 Menit |Disposisi

permohonan informasi yang diinginkan

Petugas pelayanan terpadu menerima dan v Disposisi 5 Menit |Disposisi

melakukan pencatatan terhadap permohonan

informasi publik

Petugas pelayanan terpadu melakukan Disposisi 1 Hari Disposisi

identifikasi, analisis, klasifikasi permohonan dan Penugasan

mendisposisi permohonan personil

Unit terkait menerima permohonan informasi A 4 Disposisi 10 Menit |Disposisi

publik dan memproses permohonan

Unit terkait menyampaikan laporan permohonan Disposisi 10 Menit |Disposisi

informasi kepada Kepala Kantor Pencarian dan

Pertolongan Semarang

Unit  Terkait menindaklanjuti  permohonan Disposisi 1 Hari Laporan

informasi publik permohonan
informasi publik

Unit terkait menyerahkan hasil tindak lanjut ke v Disposisi 10 Menit |Disposisi

petugas pelayanan terpadu satu pintu -

Pemohon menerima informasi yang Disposisi 10 Menit |Disposisi

diinginkan/penolakan informasi publik
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KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Nomor SOP

06 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

Februari 2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

12 Februari 2024

KELAS A SEMARANG Disahkan Oleh

JI. Bukit Barisan A-IV No. 9
Perum Permata Puri, Ngaliyan
Semarang — Jawa Tengah

KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN SEMARANG

BUDIONO, S.E., M.M.

NIP. 197109271990031001

SOP STANDAR PELAYANAN PELATIHAN
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan
Pertolongan.

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 13
Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas
Kantor Pencarian dan Pertolongan.

. Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang

Nomor: SK.KKS-027/0T.07/I/ISARSMG-2024 Tentang Standar
Pelayanan Publik Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
Tahun 2024

Memiliki pengetahuan dalam jenis
pelatihan serta penyusunan materi
Pelatihan pencarian dan
pertolongan.

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Sarana Prasarana dan Instruktur

Meja, kursi, Komputer/laptop, printer,
kamera, dan ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan
kegiatan Pembinaan Potensi kantor pencarian dan pertolongan
Semarang.

Laporan/bahan berita dan data
pelayanan permohonan pelatihan
pencarian dan pertolongan
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FLOWCHART
SOP STANDAR PELAYANAN PELATIHAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

[ MULAI ]

l

Pemohon dapat datang langsung dengan membawa proposal atau surat

permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pencarian dan

Pertolongan Semarang dengan dilengkapi garis besar pelaksanaan kegiatan.

|

Pemohon dapat secara tidak langsung mengajukan permohonan pelatihan
dengan mengirimkan surat permohonan ditujukan ke Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan Semarang yang dilengkapi garis besar

pelaksanaan kegiatan dan dikirimkan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan

Semarang melalui

1) Email: sar_semarang@yahoo.co.id
2) DM Instagram: basarnas_jateng
3) Pesan WA: 0856-1100-115
4) Pengiriman pos/jasa pengiriman ke alamat: Kantor Pencarian dan
Pertolongan Semarang, JL. Bukit Barisan A-IV No.9 Beringin Ngaliyan

Semarang

5) Fax: 024-7629189

}

Petugas pelayanan terpadu menerima pendaftaran pelatihan pencarian dan

pertolongan dan menindaklanjuti pendaftaran tersebut.

\/



mailto:sar_semarang@yahoo.co.id
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Pejabat berwenang memverifikasi berkas
persyaratan. Jika disetujui, maka pejabat
berwenang memberitahukan petugas
pelayanan terpadu unttuk diproses
selanjutnya. Jika tida disetujui, maka akan
dikembalikan pada petugas pelayanan
terpadu untuk menginformasikan kepada
pihak pemohon.

|

Proses pelaksanaan pelatihan Pencarian dan Pertolongan sesuai

dengan proposal dari pemohon.

}

Pemberian sertifikat pelaksanaan pelatihan Pencarian dan Pertolongan

oleh pejabat berwenang.

|

[ SELESAI ]
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FLOWCHART STANDAR PELAYANAN PELATIHAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

1 |Pemohon dapat langsung dengan membawa Disposisi 10 Menit |Disposisi
proposal atau surat permohonan yang ditujukan
kepada Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Semarang dengan dilengkapi garis
besar pelaksanaan kegiatan.
2 |Pemohon dapat secara tidak langsung Disposisi 5 Menit  |Disposisi Email:
mengajukan permohonan pelatihan dengan sar_semarang@yah
mengirimkan surat permohonan ditujukan ke 00.co.id
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan DM IG:
Semarang yang dilengkapi garis besar basarnas_jateng
pelaksanaan kegiatan dan dikirimkan ke Kantor WA: 0856-1100-115
Pencarian dan Pertolongan Kantor PP
Semarang
3 |Petugas pelayanan terpadu menerima v Disposisi 10 Menit [Penugasan
pendaftaran pelatihan pencarian dan pertolongan -< personil
dan menindaklanjuti pendaftaran tersebut. TIDAK
4 |Pejabat berwenang memuverifikasi berkas Disposisi 10 Menit |Penugasan

persyaratan. Jika disetujui, maka pejabat personil
berwenang memberitahukan petugas pelayanan -

terpadu untuk diproses selanjutnya. Jika tidak

disetujui, maka akan dikembalikan pada petugas
pelayanan terpadu untuk menginformasikan YA
kepada pihak pemohon

5 |Proses pelaksanaan Pelatihan Pencarian dan v Disposisi 1/3/5 Hari [Penugasan
Pertolongan sesuai dengan proposal dari - personil
pemohon.

6 |Pemberian Sertifikat pelaksanaan pelatihan v Disposisi 5 Menit  |Sertifikat

Pencarian dan Pertolongan oleh pejabat Kegiatan
berwenang.
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KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A SEMARANG

JI. Bukit Barisan A-IV No. 9, Perum Permata Puri,
Ngaliyan, Semarang

Nomor SOP

07 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

Februari 2024

Tanggal Revisi /
REVISI

Tanggal Efektif

12 Februari 2024

Disahkan oleh

KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A SEMARANG

BUDIONO, S.E., M.M.
NIP. 19710927 199003 1 001

SOP PELAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pembangunan Zona
Integritas Menuju  Wilayah Bebas
Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih
Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Pengendalian Gratifikasi Badan SAR
Nasional, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 334).

Memiliki kemampuan dan bertanggung jawab dalam menindaklanjuti
pelaporan pelanggaran WBS

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

Meja, Kursi, Komputer, ATK, Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan akan
menghambat  pengendalian  gratifikasi
kantor  pencarian  dan pertolongan
Semarang.

1. Laporan Gratifikasi
2. BAHV Pelaporan Penerimaan Gratifikasi
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FLOWCHART
SOP PELAPORAN GRATIFIKASI

Pelapor dapat menyampaikan pelaporan adanya penerimaan/penolakan gratifikasi
ke Ruang Pengaduan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang

'

Tim UPG melakukan identifikasi laporan adanya penerimaan/penolakan
gratifikasi:
1) Jika obyek gratifikasi berupa barang yang mudah bau/busuk/rusak, maka
pelapor diminta untuk menyertakan bukti dukung untuk melengkapi
formulir.
2) Jika obyek gratifikasi bukan berupa barang yang mudah bau/busuk/rusak,
maka akan dilakukan penilaian objek gratifikasi

v

Pejabat Berwenang menerima laporan gratifikasi dari tim UPG

'

Pejabat berwenang melakukan penetapan
kategori gratifikasi :

1) Jika objek gratifikasi merupakan objek
yang tidak wajib lapor, maka akan
dikembalikan kepada pelapor untuk
disimpan
2) Jika objek gratifikasi merupakan objek
yang wajib dilaporkan, maka akan
dilanjutkan proses verifikasi
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Pejabat berwenang melakukan Analisa hasil
penetapan kategori gratifikasi dan verifikasi :

1) Jika dokumen dan isi pelaporan
belum lengkap, maka dikembalikan

kepada pelapor untuk segera

dilengkapi

2) Jika dokumen dan isi pelaporan

sudah lengkap, maka diproses
untuk selanjutnya

’

Pejabat berwenang mengambil keputusan hasil verifikasi dan membuat surat
penyampaian laporan penerimaan gratifikasi lalu diberikan kepada pelapor melalui
tim UPG

'

Pelapor dapat menyerahkan objek gratifikasi kepada Tim UPG Kantor Pencarian
dan Pertolongan Kelas A Semarang

’

Tim UPG mengarsipkan dokumen dari seluruh rangkaian pelaporan gratifikasi

'

[ SELESAI ]
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DIAGRAM ALUR PELAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI

Pelapor dapat menyampaikan
pelaporan adanya

Email:
wbskppsemarang@agmail.c

: el Formulir
penerimaan/penolakan gratifikasi ke Di . . om
Ruang Pengaduan di Kantor Pencarian ISposIsI 5 Menit Iapp_ran .

g g ratifikasi
dan Pertolongan Kelas A Semarang 9
Tim UPG melakukan identifikasi laporan
adanya penerimaan/penolakan
gratifikasi:

1) Jika obyek gratifikasi berupa barang
yang mudah bau/busuk/rusak, maka Disposisi
pelapor diminta untuk menyertakan Formulir £ POSISI,
; ; ; ormulir
bukti dukung untuk melengkapi - laporan 1 hari laporan
formulir. gratifikasi tifikasi
2) Jika obyek gratifikasi bukan berupa gratifikast
barang yang mudah
bau/busuk/rusak, maka akan
dilakukan penilaian objek gratifikasi
v
Pejabat Berwenang menerima laporan 15
gratifikasi dari tim UPG Disposisi menit Disposisi
Pejabat berwenang melakukan & Catatan
penetapan kategori gratifikasi : TIDAK ‘ hasil
Disposisi 1 hari penetapan
1) Jika objek gratifikasi merupakan kategori

objek yang tidak wajib lapor, maka

v YA

gratifikasi



mailto:wbskppsemarang@gmail.com
mailto:wbskppsemarang@gmail.com
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akan dikembalikan kepada pelapor
untuk disimpan

2) Jika objek gratifikasi merupakan
objek yang waijib dilaporkan, maka
akan dilanjutkan proses verifikasi

TIDAK

Pejabat berwenang melakukan Analisa

hasil penetapan kategori gratifikasi dan

verifikasi :

1) Jika dokumen dan isi pelaporan
belum lengkap, maka dikembalikan

Catatan hasil

kepada pelapor untuk segera pﬁgteetggra;n 1 hari BAHV

dilengkapi o
2) Jika dokumen dan isi pelaporan gratifikasi

sudah lengkap, maka diproses YA

untuk selanjutnya
Pejabat berwenang mengambil
keputusan hasil verifikasi dan membuat
surat penyampaian laporan penerimaan . Disposisi
gratifikasi lalu diberikan kepada pelapor BARV 1 hari
melalui tim UPG
Pelapor dapat menyerahkan objek Jika objek gratifikasi
gratifikasi kepada Tim UPG Kantor Surat ditetapkan sebagai barang
e e Dsposis | 1an | Penstmeen | ik Neoars, moka ol
tersebut sebagai barang milik Negara gratifikasi | UPG
Tim UPG mengarsipkan dokumen dari 1. Laporan
seluruh rangkaian pelaporan gratifikasi Surat penerimaan/penolakan

penerimaan 10 Disposisi gratifikasi
objek menit P 2. BAHV
gratifikasi 3. Surat penerimaan objek

gratifikasi
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Nomor SOP 08 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan Februari 2024

Tanggal Revisi / -

REVISI
Tanggal Efektif 12 Februari 2024
Disahkan oleh KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

KELAS A SEMARANG

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A SEMARANG
BUDIONO, S.E., M.M.

JI. Bukit Barisan A-IV No. 9, Perum Permata Puri, NIP. 19710927 199003 1 001

Ngaliyan, S
gallyan, Semarang SOP PENYUSUNAN RTP SPIP

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 | 1. Mampu mengoperasikan computer
tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi,
dan Nepotisme (KKN), (Lembar Negara | 3. Mampu memahami penyusunan RTP-SPIP
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3581);
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4301) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
4150);

Undang-undang nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Negara Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014
tentang Pencarian dan Pertolongan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5600);

PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Kepala Badan SAR
Nasional Nomor: PK.16 Tahun 2011
tentang Penyelenggaran  Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan

2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

- Meja, Kursi, Komputer/laptop, ATK, Printer, DPA, Renstra
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Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Identifikasi resiko harus dilaksanakan
dengan cermat dan mencakup semua
proses

Penilaian resiko harus dilakukan dengan
akurat untuk menghindari penentuan
tindak pengendalian yang tidak efektif
Penyelesaian waktu SOP dalam kondisi
normal

oM~

Jadwal penyusunan RTP

Survey

Data resiko

Rencana Tindak Pengendalian
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FLOWCHART
SOP PENYUSUNAN RTP SPIP

Ketua SPIP Menyusun rencana kerja dan jadwal penyusunan RTP dan survey "

'

Ketua SPIP membuat undangan kepada anggota tim untuk menghadiri kegiatan
tersebut 2

v

Anggota tim SPIP menghadiri meja penyusunan RTP dan menerima kertas survey
dari ketua SPIP ¥

v

Tim SPIP mulai Menyusun Evaluating the Corporate Culture 4

!

Ketua Tim SPIP mengkoordinasikan pembagian kuesioner kepada anggota tim
yang sudah ditugaskan ¥

’

Anggota tim SPIP membagikan survey ke masing-masing bagian (Sumber Daya,
Bagian Umum dan Operasi) lalu merekap survey yang sudah diisi ©

'

Anggota tim SPIP mengolah data hasil survey 7

'

\/
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Anggota tim SPIP mulai memeriksa dan
menganalisa data valid hasil survey untuk
menentukan resiko. Jika sudah sesuai maka
dapat dilanjutkan dan diserahkan hasil
Analisa kepada ketua tim SPIP. Jika belum
sesuai, maka anggota tim menganalisa dari
awal. ®

’

Ketua Tim SPIP menentukan rencana tindak pengendalian atas resiko yang ada
sesuai dengan data Analisa ¥

'

Ketua tim SPIP mulai Menyusun Control Self Assessment (CSA) dan membentuk
tim FGD internal OPD %

’

Ketua tim SPIP mengajukan draft CSA kepada para pimpinan Eselon IV.
Jika setuju, maka pimpinan Eselon IV mengajukan draft ke kepala kantor. Jika
tidak setuju maka akan dikembalikan kepada ketua Tim SPIP untuk diperbaiki '

'

Kepala Kantor menyetujui draft CSA dan membentuk tim FGD Internal OPD dan
menugaskan kepada pimpinan Eselon IV untuk ditindaklanjuti '?

’

Pimpinan Eselon IV yang ditunjuk melakukan FGD dan mengidentifikasi kegiatan
di dokumen perencanaan yang memiliki potensi yang beresiko lalu menyerahkan
hasil identifikasi kepada ketua tim SPIP '3

’

\/
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\/

'

Ketua tim SPIP menganalisa Resiko dan melakukan rencana tindak pengendalian
lalu menyerahkan hasil Analisa kepada anggota tim SPIP untuk dibuatkan laporan
14)

v

Anggota tim menerima hasil Analisa resiko dan rencana tindak pengendalian. Lalu

membuat laporan hasil penyusunan RTP dan diserahkan kepada ketua tim SPIP
15)

v

Ketua tim SPIP menganalisa laporan
penyusunan RTP. Jika sesuai akan diajukan
ke pimpinan Eselon IV. Jika tidak sesuai,
maka akan dikembalikan kepada anggota
tim untuk diperbaiki '®

Pimpinan Eselon IV menganalisa laporan
penyusunan RTP. Jika sesuai, laporan akan
diberikan paraf dan dilanjutkan ke kepala
kantor. Jika tidak sesuai , maka akan
dikembalikan ke ketua tim SPIP untuk
diperbaiki 17
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Kepala kantor menganalisa laporan
penyusunan RTP. Jika sesuai, laporan akan
ditandatangani. Jika tidak sesuai , maka
akan dikembalikan ke pimpinan Eselon IV
untuk diperbaiki '®

’

Pimpinan Eselon IV memberikan laporan penyusunan RTP yang sudah
ditandatangai kepala kantor ke ketua tim SPIP 19

'

Ketua tim SPIP menerima laporan penyusunan RTP dan memberikan kepada
anggota tim untuk dibuatkan surat pengantar dan nomor surat keluar lalu laporan
tersebut digandakan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy 2%

'

Anggota tim SPIP mengumpulkan laporan hasil penyusunan RTP dan

mengirimkan kepada Inspektorat kantor pusat sesuai dengan SOP yang berlaku
21)

'

[ SELESAI ]
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DIAGRAM ALUR PELAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI

Ketua SPIP Menyusun rencana
kerja dan jadwal penyusunan RTP

dan survei - Disposisi 5 Menit Disposisi
Ketua SPIP membuat undangan
kepada anggota tim untuk Disposisi, 1 hari Disposisi,
menghadiri kegiatan tersebut undangan undangan
Anggota tim SPIP menghadiri meja Disposisi, Disposisi,
penyusunan RTP dan menerima A 4 dokumen dokumen
kertas survey dari ketua SPIP - RENSTRA, RENSTRA
. 15 ) ’
jadwal it jadwal
penyusunan ment penyusunan
RTP, lembar RTP, lembar
survey survei
Tim SPIP mulai menyusun Disposisi, Lembar survey
Evaluating the Corporate Culture dokumen disiapkan untuk
RENSTRA, diisi oleh masing-
jadwal 3 hari Lembar survei | masing bidang
penyusunan (Operasi, Sumber
RTP, lembar Daya dan bagian
survei Umum)
Ketua Tim SPIP |
mengkoordinasikan pembagian
kuesioner kepada anggota tim yang Lembar survei | 3 jam Data survey

sudah ditugaskan

yang sudah diisi




Anggota tim SPIP membagikan

survey ke masing-masing bagian Data survey Data surve
(Sumber Daya, Bagian Umum dan yang sudah 3 jam y
. o yang sudah diisi
Operasi) diisi
7 | Anggota tim SPIP mengolah data
hasil survei YA Hasil survei 2 hari Hasil olah data
8 | Anggota tim SPIP mulai memeriksa
dan menganalisa data valid hasil
survey untuk menentukan resiko. TIDAK
Jika sudah sesuai maka dapat
ﬂ;i?{;;ksgpgzg ?(Sti raartzl::rélt;?;fl .‘ Hasil olah data | 6 hari Data resiko
Jika belum sesuai, maka anggota
tim dapat menganalisa kembali
data dari awal.
9 | Ketua tim SPIP menentukan
rencana tindak pengendalian atas Rencana Tindak
resiko yang ada sesuai dengan Data resiko 5 hari Pengendalian,
data analisa | Data resiko
10 | Ketua tim SPIP mulai Menyusun Rencana 1 hari Draft laporan
Control Self Assessment (CSA) Tindak SPIP
dan membentuk tim FGD internal Pengendalian,
OPD - Data resiko
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11 | Ketua tim SPIP mengajukan draft
CSA ke pimpinan Eselon IV. Jika
setuju, maka pimpinan Eselon IV
mengajukan draft ke kepala kantor. Draft laporan .
Jika tidak seyuju, maka akan SPIP 1 hari Draft CSA
dikembalikan kepada ketua SPIP
untuk diperbaiki TIDAK
1 YA
12 | Kepala kantor menyetujui draft ‘
CSA dan membentuk tim FGD Draft CSA yang
Internal OPD dan menugaskan . ditandatangani,
kepada pimpinan Eselon IV untuk Draft CSA 1-2 jam Penugasan
ditindaklanjuti personil
13 | Pimpinan Eselon IV yang ditunjuk
melakukan FGD dan
mengidentifikasi kegiatan di Draft CSA
dokumen perencanaan yang - ditang:\?agngani 3 hari Dokumen
memiliki potensi yang beresiko lalu Penugasan perencanaan
menyerahkan hasil identifikasi gas
kepada ketua tim SPIP personil
14 | Ketua tim SPIP menganalisa resiko
dan melakukan rencana tindak A4 Data kegiatan
pengendalian lalu menyerahkan - Dokumen 3 hari yang memiliki
hasil Analisa kepada anggota tim perencanaan potensi resiko
SPIP untuk dibuatkan laporan besar
15 | Anggota tim menerima hasil Data kegiatan
Analisa resiko dan rencana tindak na memiliki Laporan hasil
pengendalian. Lalu membuat yat gm iK 3 hari penyusunan
laporan hasil menyusunan RTP potensi resixo RTP

dan diserahkan kepada ketua tim

i

besar




16

Ketua tim SPIP menganalisa
laporan penyusunan RTP. Jika
sesuai akan diajukan ke pimpinan

TIDAK
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Laporan hasil

Laporan hasil

Eselon IV. Jika tidak sesuai, maka penyusunan 1 hari penyusunan
akan dikembalikan kepada anggota YA RTP RTP
tim untuk diperbaiki

17 | Pimpinan Eselon IV menganalisa
laporan penyusunan RTP. Jika TIDAK 4
sesuai, laporan akan diberikan Laporan hasil Laporan hasil
paraf dan dilanjutkan ke kepala P . P
kantor. Jika tidak sesuai, maka penyusunan 1 hari penyusunan

: . ’ ) RTP RTP

akan dikembalikan ke ketua tim ‘ YA
SPIP untuk diperbaiki TIDAK

18 | Kepala kantor menganalisa laporan
penyusunan RTP. Jika sesuai, v
laporan akan ditandatangani. Jika Laporan hasil Laporan hasil
tidak sesuai, maka akan ’ penyusunan 2 hari penyusunan
dikembalikan ke pimpinan Eselon RTP RTP
v

19 | Pimpinan Eselon IV memberikan
laporan penyusunan RTP yang Laporan hasil Laporan hasil
sudah ditandatangani kepala kantor penyusunan 1 hari penyusunan
ke ketua tim SPIP RTP RTP

20 | Ketua tim SPIP menerima laporan
penyusunan RTP dan memberikan v
kepada anggota tim untuk Laporan hasil Laporan hasil
dibuatkan surat pengantar dan penyusunan 3 jam penyusunan
nomor surat keluar lalu pelaporan RTP RTP

tersebut digandakan dalam bentuk
hardcopy maupun softcopy




-163 -

21 | Anggota tim SPIP mengumpulkan
laporan hasil penyusunan RTP dan Laporan hasil
mengirimkan kepada Inspektorat P

kantor pusat sesuai dengan SOP penyusunan 1 hari
RTP
yang berlaku

Disposisi
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